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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

karunia dan rahmat-Nya Tim Penyusunan Naskah Akademik  

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional  

(Lanjutan) dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Tim ini 

dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.22.HN.01.03 Tahun  

2015 tertanggal  3  Maret  2015.  

Pembentukan  tim  kerja  Penyusun  Naskah  Akademik  

Rancangan Undang-undang tentang Hukum Perdata  

Internasional  ini  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  Badan  

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan    

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mempersiapkan  

naskah  akademik Rancangan Undang-Undang yang akan  

diajukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional, 

khususnya RUU yang berasal dari lingkungan  Pemerintah.  

Penyusunan NA RUU HPI pada tahun anggaran 2015 

merupakan lanjutan dari penyusunan NA RUU HPI pada tahun 

2014. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa materi HPI yang 

belum diatur, beberapa materi tambahan antara lain penculikan 

anak (Child Abduction); Legalisasi Dokumen Publik (Apostile);  

Hukum Acara HPI yang meliputi Pengambilan Bukti-Bukti di Luar 

Negeri dalam Perkara-Perkara Perdata dan Dagang (Taking of 

Evidence Abroad of Judicial And Extrajudicial Documents in Civil or 

Commercial Matters); Kerjasama Perdata dan Perdagangan Lintas 

Negara dalam Bidang Dokumen Yudisial dan Ekstra Yudisial 

(Service Abroad of Judicial And Extrajudicial Documents in Civil or 

Commercial Matters); Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan 

Pengadilan Asing untuk Perkara-Perkara Perdata dan Dagang 

(Recognition and Enforcement of Foreign Judenganement 1971). 
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hukum dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  

Naskah ini disusun oleh sebuah tim yang beranggotakan 

para pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga terkait 

dan akademisi, yaitu: 

 

Ketua   : Prof. Dr. IBR. Supancana, S.H., M.H. 

Sekretaris : Adharinalti, S.H.,M.H. 

Anggota  : 

1. Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H.,M.H. 

2. Afifah Kusumadara, S.H., LLM. SJD 

3. Arvianto Soeriaatmadja, S.H., M.H. 

4. Dr. Mutiara Hikmah, S.H.,M.H. 

5. Dr. Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M. 

6. Roki Panjaitan, S.H. 

7. Sukesti Iriani, S.H. M.H 

8. Isthining Wahyu S.U. S.H. 

9. Maretta Besturen, S.H. 

10. Anggriana Puspitasari, S.H. 

11. Ahmad Haris Junaidi, S.H. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam perjalanannya, hukum (selalu) mengalami 

perubahan mengikuti dinamika masyarakat. Perkembangan 

globalisasi yang semakin pesat di bidang ekonomi, sosial, 

budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi pada dewasa ini, 

telah memberikan warna dalam perkembangan hukum. 

Individu dan kelompok masyarakat maupun negara dan 

entitas lainnya merupakan bagian dari sosok dunia yang 

semakin menyatu. Mereka saling berinteraksi tanpa 

kesulitan yang berarti untuk menembus batas-batas 

nasional. Interaksi mereka baik dalam bidang politik, 

ekonomi, maupun lainnya tidak lagi terkungkung oleh 

identitas nasional masing-masing. Dengan kata lain, para 

aktor yang meliputi negara, perusahaan, masyarakat 

madani (civil society), dan individu dari berbagai belahan 

dunia dengan masing-masing kekuatan politik, ekonomi, 

sosial dan kulturalnya berinteraksi secara lebih dekat.1  

Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi telah 

membuka lebih banyak peluang untuk mendatangi hampir 

setiap titik di dunia dalam waktu yang relatif cepat. Dunia 

dan umat manusia seakan-akan menjadi desa dunia (global 

village). Interaksi dalam bidang sosial budaya, dapat terlihat 

dari adanya aktivitas hukum warga negara Indonesia (WNI) 

yang bersentuhan dengan warga negara asing, seperti 

pernikahan atau perceraian antara WNI dengan warga negara 

                                       
1 “Pengaruh Globalisasi Hukum Bagi hukum Positif  Indonesia”,  

http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/2011/12/b-pengaruh-globalisasi-

hukum-bagi-hukum.html, Diunduh pada tanggal 11 Februari 2014.    
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asing (WNA) di Indonesia atau di luar negeri, adopsi anak-

anak Indonesia oleh WNA, dan warisan dari WNA kepada 

WNI.2 Dunia tanpa batas juga membuka akses perdagangan, 

sehingga laju perekonomian menjadi semakin menggeliat. 

Indonesia, dalam melindungi aktivitas hukum WNI yang 

bersentuhan dengan WNA, selama ini masih menggunakan 

aturan peninggalan kolonial yaitu Algemeene Bepalingen van 

Wetgeving voor Nederlands Indie (AB).3 Berdasarkan Pasal 1 

Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, AB masih tetap 

berlaku selama belum diadakan yang baru. Dalam dunia 

hukum, sub-sistem dari hukum nasional yang berhubungan 

dengan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur 

asing, dikenal dengan nama Hukum Perdata Internasional 

(HPI).   

Persoalan yang terkait dengan HPI dapat timbul dari 

penentuan (i) kewenangan pengadilan atau forum alternatif 

penyelesaian sengketa, (ii) penentuan hukum yang berlaku, 

(iii) sejauh mana pengadilan harus memberikan pengakuan 

serta melaksanakan putusan-putusan hakim asing,4 serta (iv) 

hukum nasional mana yang berlaku bilamana suatu 

hubungan hukum mempunyai aspek hukum antar tata 

hukum dalam sistem hukum nasional yang plural. 

                                       
2 “Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional”, 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505175d29a703/indonesia-butuh-
kodifikasi-hukum-perdata-internasional, diunduh pada tanggal 15 Januari 2014. 

3 S.1847 No 23.  
4 Bayu Seto Hardjowahono, “Kodifikasi Hukum Perdata Internasional di 

Bidang Hukum Kontrak Internasional: Tantangan yang Terabaikan Dalam 
Menghadapi AFTA 2015”, Makalah disampaikan dalam  Simposium HPI2 – 
tentang Hukum Kontrak lnternasional, Diselenggarakan atas kerjasama antara 

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Fakultas Hukum UNPAR, dan Kantor 
Hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK), di Kampus Univ. Parahyangan 
Bandung, pada tanggal 7 November 2013. 
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Terkait dengan pengaturan HPI, saat ini Indonesia masih 

bertumpu pada tiga pasal lama warisan Hindia Belanda, yaitu 

Pasal 16, 17 dan 18 AB. Pasal 16 AB berbunyi:  

“Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai 

status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi 

kaulanegara Belanda, apabila ia berada di luar negeri. 

Akan tetapi apabila ia menetap di Negeri Belanda atau di 

salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai 

tempat tinggal di situ, berlakulah mengenai bagian 

tersebut dan hukum perdata yang berlaku di sana.”5 

 

Pasal ini  mengatur tentang status personal dan 

wewenang seseorang, yang mencakup peraturan mengenai 

hukum perorangan (personenrecht) dan hukum 

kekeluargaan. 

Pasal 17 AB berbunyi, “Terhadap barang-barang yang 

tidak bergerak berlakulah undang-undang dari negeri atau 

tempat di mana barang-barang itu berada.”6 Jadi, mengenai 

benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak harus 

dinilai menurut hukum dari negara atau tempat di mana 

benda  itu terletak (lex rei sitae), terlepas dari pemiliknya.  

Pasal 18 A.B. berbunyi: 

“1. Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh 
pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri 

atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan.  
2. Untuk menerapkan pasal ini dan pasal di muka, harus 

diperhatikan perbedaan yang diadakan oleh perundang-
undangan antara orang-orang Eropa dan orang-orang 
Indonesia.”7 

                                       
5 Terjemahan dari teks asli yang berbunyi, “De wettelijke bepalingen 

betreffende den staat en de voegdheid der personen blijven verbindend voor 
ingezetenen van Nederlandsch-Indie, wanneer zij zich buiten’s lands bevinden.”  

6 Terjemahan dari teks asli yang berbunyi, “Ten opzigte van onroerende 
goederen geldt de wet van het land of plaats, alwaar die goederen gelegen zijn”.  

7 Terjemahan dari teks asli yang berbunyi, “1.  De vorm van elke 
handeling wordt beoordeelg naar de wetten van het land of the plaats, alwaar die 
handeling is verright. 2.  Bij de toepassing van dit en van het voorgaan de artikel 
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Ketiga pasal tersebut di atas sudah tidak lagi memadai 

mengingat, selain merupakan peninggalan kolonial, karena 

masih menggunakan pendekatan ala teori statuta (abad ke-

16-17) dengan penekanan pada wilayah keberlakuan. HPI 

saat ini tidak lagi bertumpu pada asas-asas yang kaku dan 

“cepat saji” (hard and fast rules). HPI perlu dilihat sebagai 

suatu pendekatan (approach) dalam menghadapi perkara di 

bidang hukum keperdataan yang mengandung unsur asing.9  

Selain pengaturan oleh AB sebagai produk hukum 

warisan zaman kolonial, permasalahan-permasalahan HPI 

diatur juga oleh produk hukum setelah kemerdekaan. 

Pengaturan tersebut, antara lain, adalah UU Perkawinan,10 

UU Kewarganegaraan,11 dan UU Penanaman Modal.12 Asas-

asas HPI yang tertuang dalam hukum positif akan membantu 

penafsiran pengaturan-pengaturan ini secara lebih sistematis. 

Adanya kebutuhan akan aturan tertulis terkait dengan 

HPI Indonesia telah lama dirasakan. Kebutuhan tersebut, 

yang sebenarnya mendesak untuk direalisasikan, lahir 

karena adanya perbedaan prinsipil dalam hal politik hukum 

negara kita terutama pasca Perubahan UUD 1945. Selain itu, 

aturan tertulis ini diperlukan juga sebagai pedoman bagi para 

hakim di pengadilan dalam menangani perkara perdata lintas 

                                                                                                         
moet steeds worden acht gegeven op het verschil, hetwelk de wetgeving daarstelt 
tussen Europeanan en Inlanders.” Menurut Prof Zulfa, Ketentuan dalam ayat 2 

tidak relevan lagi untuk dipergunakan. 
9 Bayu Seto Hardjowahono, loc.cit.  
10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, L.N. 1974 No. 1, T.L.N. No. 3019.  
11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia, L.N. 2006 No. 63, T.L.N. No. 4634. 
12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, L.N. 2007 No. 67, T.L.N. No. 4724. 
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negara yang selama ini masih menggunakan Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).13  

Usaha untuk menyusun Kodifikasi HPI Indonesia sudah 

dilakukan sejak tahun 1980-an oleh Badan Pembinaan 

Hukum Nasional di bawah  pimpinan  Teuku Radhie, S.H. 

dengan Prof. Mr Dr Sudargo Gautama sebagai peneliti utama. 

Sebagai hasil dari usaha ini telah tersusun suatu Naskah 

Akademik lengkap dengan suatu Rancangan Undang-Undang 

HPI.14 Rancangan Undang-Undang HPI tersebut kemudian 

direvisi, dan versi terakhir adalah versi tahun 1997/1998.15 

Namun sampai sekarang, proses legislasi RUU HPI belum 

juga tuntas. 

Akibatnya saat ini Indonesia telah tertinggal dari tiga 

negara Asia lain yang sudah memiliki aturan di bidang HPI. 

Jepang telah memiliki aturan di bidang HPI sejak tahun 

1898,16 Cina (1918), dan Thailand (1939). Sementara Belanda 

telah mempunyai peraturan HPI yang baru sejak 19 Mei 

2011.17 Melihat perkembangan keempat negara ini, maka 

sudah waktunya bagi Indonesia untuk segera mempunyai UU 

HPI.   

                                       
13 S.1847 No 23.  
14 Lih. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lokakarya Hukum Perdata 

Internasional, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1984.  
15 Lih. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Rancangan Undang-

Undang Hukum Perdata Internasional 1997/1998, Jakarta: Departemen 

Kehakiman Republik Indonesia, 1997. 
16 Act No. 10 of 1898 concerning Application of Laws in General [Horei]. 

Undang-Undang ini diubah oleh Act No. 27 of 1989. Act No. 78 of 2006 
concerning General Rules of Application of Law telah mencabut UU Tahun 1989 

sekaligus melakukan perubahan total dalam pengaturan HPI Jepang. Lih. 
Masato Dogauchi, “New Private International Law of Japan: An Overview”, The 

Japanese Annual of International Law, vol. 50, hal. 3 dst (2007).  
17HRS, Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional, 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505175d29a703/indonesia-butuh-

kodifikasi-hukum-perdata-internasional diuduh pada 13:40 15 Januari 2014. 
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Hal ini a.l juga disebabkan  sudah semakin “hilangnya 

batas-batas negara”, antara lain karena berlakunya 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) 

pada 31 Desember tahun 2015, keikutsertaan Indonesia di 

berbagai kesepakatan internasional, hingga terjadinya 

interaksi antarbangsa menyebabkan keberadaan pengaturan 

di bidang HPI mutlak adanya. Keadaan inilah yang 

mendorong pentingnya instrumen HPI menjadi hukum positif. 

Salah satu instrumen internasional yang digunakan di 

berbagai negara dalam bidang perdata adalah Konvensi-

konvensi Den Haag tentang HPI (Conventions of the Hague 

Conference on Private International Law). Meskipun Indonesia 

belum melakukan aksesi, tetapi asas hukum umum dalam 

konvensi internasional dapat diresepsi dalam hukum nasional 

untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Salah satu 

contoh instrumen tersebut adalah Hague Conventions on 

Child Abduction, di mana hukum nasional belum memiliki 

payung hukum yang mengatur penculikan (abduction) anak 

secara internasional.  

Oleh karena itu, kodifikasi peraturan-peraturan tentang 

HPI merupakan suatu kebutuhan mutlak. Penggantian 

aturan HPI yang merupakan peninggalan kolonial ini dapat 

dilakukan antara lain dengan menuangkan dan 

mengkodifikasi asas dan aturan HPI ke dalam peraturan 

perundang-undangan baru. Alternatif lain adalah dengan 

menyusun kodifikasi HPI lengkap atau kodifikasi parsial 

untuk bidang hukum keperdataan tertentu berdasarkan 

urgensi serta kemanfaatan (expediency).18 

                                       
18 Bayu Seto Hardjowahono, loc.cit. 
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Penyusunan kodifikasi peraturan HPI harus benar-

benar memperhatikan kepentingan bangsa dan tujuan negara 

sebagaimana terangkum dalam Pembukaan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan tetap mengindahkan 

pelaksanaan ketertiban dunia. Oleh karena itu, suatu naskah 

akademik yang memberikan justifikasi pentingnya kodifikasi 

HPI merupakan suatu kebutuhan.  

Naskah akademik dalam proses penyusunan RUU 

merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait 

dengan peraturan perundang-undangan yang hendak 

diterbitkan. Dari potret itu dapat ditentukan apakah 

peraturan tersebut akan melembagakan apa yang telah ada 

dan berjalan di masyarakat (formalizing) atau membuat 

aturan yang bertentangan sehingga dapat mengubah 

masyarakat (law as a tool for social engineering).19 

Untuk itu pada Tahun Anggaran 2014 Badan Pembinaan 

Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI memandang perlu disusun naskah akademik 

sebagai acuan dalam upaya penyusunan Rancangan Undang-

Undang (RUU) yang mengatur mengenai kodifikasi peraturan 

HPI. 

                                       
19 Hikmahanto Juwana, Penyusunan Naskah Akademik sebagai 

Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, 
Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006, 

Cisarua Bogor, 2006,  hal 2. 
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B. Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah diuraikan dalam Naskah Akademik 

RUU Kodifikasi HPI, ialah sebagai berikut: 

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam HPI yang terkait 

dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat? 

2. Mengapa perlu disusun RUU HPI? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis pembentukan RUU HPI? 

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan RUU HPI? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang 

dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik 

adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam HPI yang 

terkait dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan 

tersebut; 

2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 

alasan pembentukan RUU HPI sebagai dasar hukum 

penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; 

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis pembentukan RUU HPI; dan 

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang 

lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan 

dalam RUU HPI. 
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Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik 

adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan 

pembahasan RUU HPI. 

 

D. Metode 

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya 

merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan 

metode penelitian hukum atau penelitian lain.  

Dengan berbasis metode penelitian hukum, maka 

penyusunan naskah akademik RUU HPI ini menggunakan 

metode yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (library 

ressearch) yang menelaah (terutama) data sekunder berupa: 

bahan hukum primer dan  bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Burgerlijk Wetboek, Algemeene Bepalingen van 

Wetgeving voor Indonesië, dan berbagai peraturan perundang-

undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh 

melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal 

ilmiah, dan yurisprudensi, serta bahan pustaka lainnya yang 

membahas tentang HPI. Untuk mendapatkan pemahaman 

yang komprehensif, salah satunya dilakukan studi komparatif 

terhadap data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan 

HPI di negara-negara lain. 

Data sekunder tersebut di atas dilengkapi dengan data 

primer yang diperoleh melalui diskusi publik dengan 

menghadirkan narasumber. Narasumber dipilih karena 

kompetensinya dalam bidang HPI. Diskusi publik yang akan 

diselenggarakan dihadiri oleh berbagai unsur yang mewakili 

pemerintah (baik pusat maupun daerah), akademisi, 
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organisasi profesi, perwakilan notaris, pengusaha lokal 

maupun nasional. Hal ini ditempuh untuk mendapatkan 

masukan guna memenuhi persyaratan formal dan ideal 

penyusunan undang-undang sebagaimana disyaratkan UU 

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, dan menampung kebutuhan riil 

masyarakat sebagaimana diharapkan.   

Adapun untuk menganalisis data sekunder digunakan 

metode analisis kualitatif dan analisis materi muatan. Metode 

penulisannya menggunakan deskriptif analitis. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoretis  

Teori-teori yang menjadi landasan adalah teori-teori HPI, 

yang dalam prakteknya harus dikuasai oleh hakim sebagai 

pengambil keputusan. Teori-teori tersebut antara lain: 

1. Teori Titik-titik Pertalian. Titik-titik pertalian adalah: hal-

hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya 

suatu stelsel hukum.20 Ada tiga pembagian yang harus 

diperhatikan dalam mempelajari titik-titik pertalian, yaitu: 

Titik Pertalian Primer (TPP), Titik Pertalian Sekunder (TPS) 

dan Titik Pertalian lebih lanjut.  

TPP adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang melahirkan 

atau menciptakan hubungan HPI.21 TPS merupakan alat 

pertama bagi pelaksana hukum (khususnya hakim) untuk 

mengetahui apakah suatu peristiwa hukum merupakan 

persoalan HPI. TPP disebut juga dengan Titik Taut 

Pembeda.22 Paling tidak ada enam macam TPP, yaitu: 

kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat 

kediaman, tempat kedudukan, dan pilihan hukum.23  

TPS adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang 

menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu 

hubungan HPI.24 TPS ini karena sifatnya yang menentukan 

hukum yang harus diperlakukan, juga disebut sebagai Titik 

                                       
20 Sudargo Gautama, Hukum Antargolongan: Suatu Pengantar, cetakan 

keempat (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1977), hal. 47. Lih. juga Sudargo 
Gautama (a), Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan ketiga, Buku 

Kedua, (Bandung: PT Eresco, 1979), hal. 26. 
21 Sudargo Gautama (a), Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan 

ketiga, Buku Kedua, (Bandung: PT Eresco, 1979), hal. 27. 
22 Ibid. 
23 Ibid. hal. 27-31. 
24 Ibid. hal. 31. 
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Taut Penentu.25 Ada beberapa macam TPS dalam 

mempelajari HPI, antara lain:  kewarganegaraan, bendera 

kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, 

tempat letaknya benda, tempat dilangsungkannya 

perbuatan hukum, tempat dilaksanakannya perjanjian, 

tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, maksud 

para pihak, dan tempat diajukannya proses perkara.26 

Apabila dalam suatu kasus HPI, hakim masih belum bisa 

menentukan hukum yang berlaku berdasarkan TPS, maka 

hakim dapat menggunakan Titik Pertalian Lebih 

Lanjut/TPL. Titik Pertalian Lebih Lanjut ada beberapa 

macam, antara lain: Titik Pertalian Kumulatif, Titik 

Pertalian Alternatif, Titik Pertalian Pengganti, Titik Pertalian 

Tambahan dan Titik Pertalian Accessoir.27 

2. Teori Status Personal (Baik pribadi kodrati maupun pribadi 

hukum). Status personal adalah kelompok kaidah yang 

mengikuti seseorang di mana pun dia berada dan ke mana 

pun dia pergi.28 Kaidah-kaidah ini mempunyai lingkungan 

kuasa berlaku secara universal dan tidak terbatas pada 

territorial suatu negara tertentu. Dalam menentukan 

Status personal seseorang, ada dua prinsip yang berlaku, 

yaitu kewarganegaraan dan domisili.30 Untuk menentukan 

status personal suatu badan hukum, ada empat teori yang 

dikenal, yaitu inkorporasi, statutair, manajemen efektif dan 

kontrol.31 

                                       
25 Ibid. hal. 32. 
26 Ibid. hal. 32-65. 
27 Ibid. hal. 66-74. 
28 Sudargo Gautama (b), Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan 

ketiga, Buku  Ketujuh, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 3. 
30 Ibid., hal. 12-13. 
31 Ibid., hal. 212. 
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Teori inkorporasi adalah teori yang berprinsip bahwa badan 

hukum tunduk pada hukum di mana didirikan, yakni 

negara yang hukumnya telah digunakan pada waktu 

pendiriannya.32 Teori ini dipakai, antara lain, oleh Cina,33 

Taiwan,34 Korea Selatan,35 Filipina,36 dan Vietnam.37 

Sedangkan menurut teori statutair, hukum yang berlaku 

adalah hukum dari tempat di mana menurut statuta badan 

                                       
32 Sudargo Gautama (b), Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan 

ketiga, Buku  Ketujuh, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 336. 
33 Pasal 14 Statute on the Application of Laws to Civil Relationships 

Involving Foreign Elements of the People’s Republic of China: “Matters such as the 
civil legal capacity, the capacity to engage in civil juristic acts, organizations and 
institutions of a legal person and its branches, as well as shareholders’ rights and 
duties, shall be governed by the law of the place of registration.” Terjemahan oleh 
Chen Weizuo and Kevin M. Moore sebagaimana termuat di Yearbook of Private 

International Law, Vol. 12 (2010), hal. 671. 
34 Pasal 13 Act Governing the Application of Laws in Civil Matters Involving 

Foreign Elements berbunyi: “The national law of a legal person is the law under 
which it was incorporated.” Terjemahan oleh Rong-chwan Chen dengan dibantu 

oleh Frederick Tse-shyang Chen dan Jamison Wilcox. 
35 Pasal 16 Private International Law Act (Gukjesabeop) berbunyi: “Legal 

persons or associations shall be governed by the law of the country under the 
laws of which the persons or associations were incorporated or formed. However, 
the law of the Republic of Korea shall apply if the head office of the person or 
association which was incorporated or formed in a foreign country is located in the 
Republic of Korea or the principal activities of the person or association are 
conducted in the Republic of Korea.” Terjemahan oleh Suk Kwang Hyun 

sebagaimana pernah dimuat dalam Yearbook of Private International Law, Vol. 5 

(2003). 
36 Pasal 44 Philippines Civil Code berbunyi: “The following are juridical 

persons: … 3. Corporations, partnerships and associations for private interes or 
purpose to which the law grants a juridical personality, separate and distinct from 
that of each shareholder, partner or member.” jo. Pasal 45 Philippines Civil Code 

berbunyi, “Private corporations are regulated by laws of general application on the 
subject.” Peraturan yang dimaksud oleh pasal 45 tersebut adalah Sec. 2 dari The 
Corporation Code  of the Philippines yang berbunyi: “A corporation is an artificial 
being created by operation of law, having the right of succession and the powers, 
attributes and properties expressely authorized by law or incident to its 
existence.” 

37 Pasal 84 Vietnamese Civil Code (2005) berbunyi: “An organization shall 
be recognized as a legal person when it meets all the following conditions: 1. 

Being established lawfully …” jo. Pasal 103 Vietnamese Civil Code (2005), yang 

berbunyi: “1. State enterprises, co-operatives, limited liability companies, joint-
stock companies, foreign-invested enterprises and other economic organizations 
which meet all the conditions stipulated in Article 84 of this Code shall be legal 
persons.” 
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hukum tersebut mempunyai kedudukan.38 Teori 

manajemen efektif merupakan penentuan status personal 

badan hukum berdasarkan tempat manajemen yang paling 

efektif dari badan hukum tersebut.39 Sementara itu, 

menurut teori kontrol, status personal badan hukum 

adalah berdasarkan hukum negara yang melakukan 

kontrol terhadap badan hukum tersebut.40 

Pada prakteknya, teori-teori ini lazim digunakan secara 

bersamaan.41 Status personal perseroan terbatas, 

misalnya, mengombinasikan teori inkorporasi dengan 

kedudukan manajemen.42 

3. Teori tentang Penunjukan Kembali (Renvoi). Renvoi timbul 

karena adanya perbedaan prinsip dari negara-negara dalam 

menentukan status personal warga negaranya.43 Dalam 

prakteknya, ada tiga macam penunjukan, yakni 

“penunjukan kembali” (renvoi, renvoi au premier degré, 

Rückverweisung, terugwijzing, terugverwijzing, partial or 

single renvoi, remission, remitting, reference back, atau 

remittal),44 “penunjukan lebih jauh” (renvoi au second 

degré, Weiterverweisung, verderverwijzing, dan 

transmission),45 dan “double renvoi” (total renvoi, foreign 

court doctrine, atau the English doctrine of renvoi).46 

                                       
38 Sudargo Gautama (b), Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan 

ketiga, Buku  Ketujuh, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 336-337. 
39 Ibid., hal. 337. 
40 Ibid., hal. 347-348.  
41 Bdk. ibid., hal. 337.  
42 Lih. pasal 5 jo. 7 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, L.N. 2007 No. 106, T.L.N. No. 4756. 
43 Bdk. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, 

cetakan ketiga, Buku  Ketiga, (Bandung: Eresco, 1988), hal. 2. 
44 Ibid. hal. 5 dan 72. 
45 Ibid. hal. 5-6. 
46 Ibid. hal. 5 dan 72. Lih. juga James Fawcett dan Janeen M. 

Carruthers, Cheshire, North & Fawcett Private International Law, ed. ke-14 

(Oxford: Oxford University Press, 2008), hal. 63. 
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Single renvoi, yang umumnya dianut oleh negara-negara 

Eropa Kontinental, merupakan skema yang melakukan 

penunjukan terhadap hukum asing, yang menunjuk 

kembali kepada hukum nasional hakim. Yang dimaksud 

dengan “hukum asing” bisa berarti hukum intern suatu 

negara asing (Sachnormen) maupun kaidah HPI negara 

asing tersebut (Kollisionsnormen).47 Bila yang ditunjuk oleh 

hukum nasional sang hakim adalah hukum intern negara 

asing, maka yang terjadi adalah Sachnormenverweisung. 

Namun bila yang ditunjuk adalah keseluruhan hukum 

asing beserta kaidah HPI-nya, maka penunjukan tersebut 

adalah Gesamtverweisung. Contoh yurisprudensi terkenal 

dalam pembahasan single renvoi adalah kasus Forgo, yang 

diputus oleh Cour de Cassation Perancis.48 Yurisprudensi 

Indonesia menunjukkan penerimaan renvoi seperti dalam 

kasus kepailitan orang British India,49 dan Armenia 

Nasrani.50 

Penunjukan lebih jauh merupakan skema renvoi yang 

melibatkan tiga atau lebih sistem hukum. Contoh 

yurisprudensi dari penunjukan lebih jauh adalah pada 

kasus Paman dan Kemenakan (Oom en Nicht) Swiss di 

Moskow.51 

                                       
47 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan 

ketiga, Buku  Ketiga (Bandung: Eresco, 1988), hal. 3-4. 
48 Ibid., hal. 19-21. 
49 Ibid., hal. 142-144. Lih. juga Sudargo Gautama, Pengantar Hukum 

Perdata Internasional Indonesia (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 105-107 
50 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan 

ketiga, Buku  Ketiga (Bandung: Eresco, 1988), hal. 144-147. Lih. juga Sudargo 
Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia (Bandung: 

Binacipta, 1987),  hal. 103-105. 
51 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan 

ketiga, Buku  Ketiga (Bandung: Eresco, 1988), hal. 11-13. 
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Double renvoi dianut di negara-negara Anglo Saxon, 

terutama Inggris.52 Dalam praktek pengadilan di Inggris, 

hakim duduk seolah-olah berada di kursi pengadilan 

negara asing. Dalam skema double renvoi ini, ada dua 

kemungkinan yaitu hakim Inggris berhadapan dengan 

negara yang menerima teori renvoi, dan hakim Inggris 

berhadapan dengan negara yang menolak teori renvoi.53  

Dari ketiga macam renvoi di atas, Indonesia termasuk 

negara yang menerima teori Renvoi dengan skema yang 

pertama (single renvoi).54 

4. Teori kualifikasi. Kualifikasi adalah melakukan klasifikasi 

suatu istilah sehari-hari ke dalam istilah hukum.55 

Kualifikasi ada tiga macam, yaitu lex fori, lex cause, dan 

Otonom.56 

Kualifikasi lex fori adalah kegiatan melakukan klasifikasi 

atau penerjemahan suatu istilah hukum berdasarkan 

hukum sang hakim.57 Negara yang menganut kualifikasi ini 

antara lain Cina.58 Kualifikasi lex cause adalah kegiatan 

melakukan klasifikasi atau penerjemahan istilah hukum 

                                       
52 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan 

ketiga, Buku  Ketiga (Bandung: Eresco, 1988), hal. 72-75. Bdk. James Fawcett 
dan Janeen M. Carruthers, Cheshire, North & Fawcett Private International Law, 

ed. ke-14 (Oxford: Oxford University Press, 2008), hal. 61. 
53 Ibid. Contoh Yurisprudensi Inggris untuk kemungkinan pertama 

adalah re Annesley [1926] Ch 692, 95 LJCh 404 (Chancery Division), lih. J.H. C. 

Morris dan P. M. North, Cases and Materials on Private International Law 

(London: Butterworths, 1984) hal. 655-657. Sementara untuk yurisprudensi 
untuk kemungkinan kedua adalah re Ross, [1930] 1 Ch 377, 99 LJCh 67 

(Chancery Division), lih. Morris dan North, hal. 657-660. 
54 Lih. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, 

cetakan ketiga, Buku  Ketiga (Bandung: Eresco, 1988), hal. 136-163. 
55 Ibid., hal. 166-168. 
56  Ibid., hal. 182. 
57 Ibid., hal. 183. 
58 Pasal 8 Statute on the Application of Laws to Civil Relationships 

Involving Foreign Elements of the People’s Republic of China: “The characterization 
of any civil relationship involving foreign elements shall be governed by the lex 

fori.” 
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berdasarkan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan 

persoalan HPI yang bersangkutan.59 Contoh yurisprudensi 

yang menggunakan kualifikasi ini adalah kasus Anton v. 

Bartolo (The Maltese Case).60 Kualifikasi Otonom adalah 

kegiatan melakukan klasifikasi atau penerjemahan istilah 

hukum berdasarkan perbandingan hukum.61 

5. Teori ketertiban umum (ordre public, public order, public 

policy). Ketertiban umum adalah suatu lembaga dalam HPI 

yang berfungsi untuk mengesampingkan hukum asing 

yang seharusnya berlaku.62 Umumnya yang menjadi alasan 

untuk mengesampingkan adalah pertentangan hukum 

asing tersebut dengan sendi-sendi asasi hukum nasional 

sang hakim (manifestement incompatible).63 

Ketertiban umum bersifat relatif. Sifat relatif itu ditentukan 

oleh tiga faktor, yaitu tempat, waktu, dan intensitas 

(Inlandsbeziehungen).64 Contoh yurisprudensi terkenal yang 

berhubungan dengan negara Indonesia sehubungan 

dengan faktor intensitas Inlandsbeziehungen ada pada 

kasus Tembakau Bremen Tahun 1958 di hadapan 

pengadilan Jerman (Barat).65   

                                       
59 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan 

ketiga, Buku  Ketiga (Bandung: Eresco, 1988), hal. 189. 
60 Ibid., hal. 175-178. 
61 Ibid., hal. 193-197. 
62 Bdk. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid 

Kedua (Bagian Ketiga) (Djakarta: Kinta, 1964), hal. 5.  
63 Bdk. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid 

Kedua (Bagian Ketiga) (Djakarta: Kinta, 1964), hal. 5.  
64 Ibid., hal. 90 dan 101-106.  
65 Lih. Judgment of the Bremen Court of Appeal relating to Sale of 

Indonesian Tobacco at Bremen, August 21, 1959 (diterjemahkan oleh 

Departemen Penerangan Republik Indonesia (?)). Lih. juga Department of 
Information of the Republic of Indonesia, The Bremen Tobacco Case (Djakarta: 

Department of Information of the Republic of Indonesia, 1960), terutama hal. 
22-25; Gouw Giok Siong, Perkara Tembakau Indonesia di Bremen (Djakarta: 

Universitas, 1960), hal. 163.     
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Pernyataan Raape – Andere Volker, andere Sitten – 

merangkum dengan baik keragaman ketertiban umum. 

Sebagai contoh, perkawinan sesama jenis yang menjadi isu 

aktual belakangan ini. Sejak awal abad ke-21 Belanda dan 

Belgia sudah melegalkan perkawinan sesama jenis. Lima 

belas tahun kemudian Irlandia dan Amerika Serikat 

mengikuti kedua negara tersebut.66 Bila Irlandia 

melegalkan perkawinan sesama jenis melalui referendum, 

Amerika Serikat melalui keputusan Mahkamah Agung.67 

Sementara itu itu, bagi Indonesia hampir dapat 

disimpulkan bahwa perkawinan sesama jenis bertentangan 

dengan ketertiban umum.68 

Terdapat tiga macam konsep ketertiban umum, yaitu Italia-

Perancis, Jerman, dan Anglo-Saxon.69 

Menurut Konsep Italia-Perancis, ketertiban umum berlaku 

terhadap kaidah hukum asing yang bertentangan dengan 

hukum nasional.70 Dalam hal ini ketertiban umum 

digunakan sebagai pedang (merely as a sword). Sedangkan 

menurut konsep Jerman, ketertiban umum 

(Vorbehaltklausel) digunakan apabila hukum asing benar-

benar bertentangan dengan hukum nasional.71 Dalam hal 

ini, ketertiban umum digunakan seirit mungkin, yakni 

hanya sebagai rem darurat atau digunakan hanya sebagai 

prisai (merely as a shield). Dalam konsep Anglo-Saxon, 

                                       
66 Lih. misalnya 

http://www.nytimes.com/2015/05/24/world/europe/ireland-gay-marriage-
referendum.html?smid=tw-nytimes&_r=0 

67 Obergefell v. Hodges, 576 U.S. ___ (2015). 
68 Lih. pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

L.N. 1974 No. 1.  
69 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid 

Kedua (Bagian Ketiga) (Djakarta: Kinta, 1964), hal. 48. 
70 Ibid., hal. 49-51. 
71 Ibid., hal. 51-55. 
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ketertiban umum digunakan dengan pertimbangan Politis 

dan dikenal dengan istilah act of state doctrine.72 Contoh 

yurisprudensi Inggris yang menerapkan teori act of state 

doctrine adalah kasus Princess Paley Olga,73 dan Tanker 

Rose Mary (Anglo-Iranian Oil Co. v. Jaffrate).74  

Pengaturan tentang ketertiban umum hampir selalu dimuat 

dalam peraturan HPI berbagai negara. Thailand mengatur 

bahwa keberlakuan hukum asing dibatasi oleh ketertiban 

umum.75 Pengaturan tentang ketertiban umum di 

Jepang,76 Taiwan,77 dan Korea78 menekankan pada akibat 

dari penerapan hukum asing. Sementara Cina menekankan 

pengaturan ketertiban umum pada kepentingan publik.79 

Ketertiban umum ini harus dibedakan dari ketentuan-

ketentuan hukum yang bersifat memaksa (dwingen recht, 

mandatory rules, lois d’application immediate, lois de police). 

                                       
72 Ibid., hal. 55-57. 
73 Princess Paley Olga v Weisz [1929] 1 KB 718, 98 LJKB 465 (Court of 

Appeal) sebagaimana dimuat dalam J.H. C. Morris dan P. M. North, Cases and 
Materials on Private International Law (London: Butterworths, 1984) hal. 557-

559. 
74 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid 

Kedua (Bagian Ketiga) (Djakarta: Kinta, 1964), hal. 111-188. 
75 Pasal 5 Act on Conflict of Laws: ”Whenever a law of a foreign country is 

to govern, it shall apply in so far as it is not contrary to the public order or good 
morals of Thailand.”  

76 Pasal 42 Act on the General Rules of Application of Laws (2006): “Where 
a case should be governed by a foreign law but application of those provisions 
would contravene public policy (ordre public), those provisions shall not apply.” 

Terjemahan oleh Kent Anderson dan Yasuhiro Okuda. 
77 Pasal 8 Act Governing the Application of Laws in Civil Matters Involving 

Foreign Elements: “Where this Act provides that the law of a foreign State is 
applicable, if the result of such application leads to a violation of the public order 
or boni mores of the Republic of China, that law of the foreign State is not applied.” 

78 Pasal 10 Private International Law Act (Gukjesabeop): “The application 
of provisions of a foreign law is excluded if such application would be manifestly 

incompatible with the good morals and other social order of the Republic of Korea.” 
79 Pasal 5 Statute on the Application of Laws to Civil Relationships 

Involving Foreign Elements of the People’s Republic of China: “If the application of 
a foreign law would cause harm to social and public interests of the People’s 
Republic of China, the law of the People’s Republic of China shall be applied.” 
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Ketentuan-ketentuan ini tidak dapat dikesampingkan oleh 

keberlakuan hukum asing.80 

6. Teori Penyelundupan Hukum. Penyelundupan hukum 

terjadi apabila seseorang dengan berdasarkan dan 

menggunakan kata-kata dari undang-undang, tetapi 

melawan jiwa dan tujuannya, secara tipu muslihat 

melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata diadakan 

dengan maksud agar dapat mengelakkan kaidah-kaidah 

hukum yang tertulis atau yang tidak tertulis.81 

Beberapa bidang yang rentan terjadi penyelundupan 

hukum, antara lain: perkawinan, perceraian, naturalisasi, 

domisili dan kontrak-kontrak. Sehubungan dengan 

pembahasan penyelundupan hukum, di Perancis terkenal 

dengan adagium fraus omnia corrumpit, artinya 

penyelundupan hukum mengakibatkan bahwa perbuatan 

itu dalam keseluruhannya tidak berlaku.82 Yurisprudensi 

Perancis yang terkenal adalah kasus Putri De Bauffremont. 

7. Teori Pilihan Hukum. Pilihan Hukum merupakan 

kewenangan para pihak yang membuat suatu 

kontrak/perjanjian untuk memilih hukum yang 

dipergunakan. Pilihan Hukum merupakan perwujudan dari 

asas kebebasan berkontrak. Namun dalam prakteknya, 

kebebasan tersebut ada batasnya. Ada empat hal yang 

merupakan batasan dari pilhan hukum, antara lain: hanya 

berlaku di bidang hukum kontrak, tidak melanggar 

ketertiban umum,  tidak menjelma menjadi penyelundupan 

hukum dan tidak berlaku pada kaidah super memaksa. 

                                       
80 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid 

Kedua (Bagian Ketiga) (Djakarta: Kinta, 1964), hal. 43. 
81 Sudargo Gautama (e), Pengantar Hukum Perdata Internasional 

Indonesia, cetakan kelima, (Jakarta:  Binacipta, 1987), hal. 166. 
82 Ibid., hal. 167. 
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Dalam bahasan HPI, ada dua macam pilihan hukum, yaitu 

pilhan hukum secara tegas, dan  pilihan hukum secara 

diam-diam.83 Beberapa contoh yurisprudensi yang 

berkaitan dengan pembahasan pilihan hukum, antara 

lain:84 Kasus Trailler Nicolas, Solbandera, dan Vita Food 

Products v. Unus Shipping Co. 

Ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim, 

apabila dalam suatu kontrak, para pihak tidak menetukan 

pilihan hukum. Hakim dapat menentukan hukum yang 

berlaku berdasarkan teori: 

1. Lex loci contractus, 

2. Lex loci solutionis, 

3. Lex loci executionis, 

4. The proper law of the contract, dan 

5. The most characteristic connection. 

8. Teori Hak-hak Yang Telah Diperoleh. Hak-hak yang telah 

diperoleh  dipergunakan untuk mengedepankan bahwa 

perubahan-perubahan dari fakta-fakta yang menyebabkan 

dalam suatu hubungan tertentu diperlukan suatu kaidah 

hukum tertentu, tidak akan mempengaruhi berlakunya 

kaidah yang semula itu.85 Prof. Wirjono Prodjodikoro 

menggunakan  istilah pelanjutan keadaan hukum untuk 

istilah hak-hak yang telah diperoleh. 

Teori hak-hak yang diperoleh mempunyai hubungan 

dengan bagian HPI yang lain, yaitu ketertiban umum dan 

penyelundupan hukum, juga dengan pengakuan 

keputusan asing. Hak-hak yang diperoleh dapat dianggap 

                                       
83Sudargo Gautama (f), Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan 

kedua, buku kelima, (Bandung: Penerbit Alumni, 1998), hal. 5. 
84 Ibid., hal. 105-149. 

 
85 Ibid., hal. 261. 
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sebagai kebalikan dari ketertiban umum. Dalam hak-hak 

yang diperoleh, diutamakan hukum asing dan 

dikesampingkan hukum nasional. Dalam ketertiban umum, 

diutamakan hukum nasional dan dikesampingkan hukum 

asing. Beberapa contoh hak-hak yang diperoleh adalah:86 

1. Pengaruh perubahan kewarganegaraan atas 

kedewasaan, 

2. Perkawinan di luar negeri, 

3. Badan-badan hukum yang tidak dikenal, 

4. Wasiat baru yang merugikan, 

5. Perubahan letaknya benda bergerak, 

6. Penggantian bendera kapal, 

7. Perceraian atas tujuan bersama, dan 

8. Perkawinan poligami. 

9. Teori Persoalan Pendahuluan. Persoalan pendahuluan 

terjadi apabila putusan terakhir dalam suatu persoalan HPI 

yang diajukan di hadapan hakim suatu negara bergantung 

pada pemecahan terlebih dahulu dari suatu persoalan lain 

(yang merupakan persoalan pokoknya).87 

Ada beberapa syarat untuk terjadinya persoalan 

pendahuluan, antara lain: pertama, dalam suatu persoalan 

HPI harus dinyatakan berlakunya hukum asing. Kedua, 

HPI negara asing bersangkutan hasilnya berbeda dengan 

HPI negara sang hakim. Ketiga, kaidah-kaidah materil dari 

kedua stelsel hukum yang bersangkutan berbeda pula. 

Beberapa contoh yang berkaitan dengan pembahasan 

Persoalan Pendahuluan, antara lain:88  

                                       
86 Ibid., hal. 325. 
87 Sudargo Gautama (g), Hukum Perdata Internasional Indonesia, edisi 

kedua, cetakan pertama, buku keenam, ( Bandung: Alumni, 1998), hal. 5. 
88 Ibid., hal. 7. 
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1. Perkawinan bukan gerejani janda Yunani, 

2. Perceraian, 

3. Batalnya perkawinan, 

4. Sah tidaknya anak, 

5. Hidupnya seseorang (dalam hal warisan), 

6. Tuntutan karena tabrakan dan adopsi, dan 

7. Pembatalan kontrak.  

10. Teori Penyesuaian. Penyesuaian terjadi apabila dalam 

suatu peristiwa HPI tertentu sang hakim memakai hukum 

asing dan harus berusaha untuk memasukan hukum yang 

lain dalam pengertian-pengertian hukum, terminologi 

hukum dari negaranya sendiri.89  

Beberapa contoh tentang penyesuaian antara lain:90 akta 

otentik, adopsi, trust, hak waris dan adopsi, dan 

kecelakaan pesawat terbang. 

Teori Penyesuaian berhubungan dengan bagian HPI lain 

yaitu dengan kualifikasi, persoalan pendahuluan, dan 

ketertiban umum. 

11. Teori Timbal Balik dan Pembalasan 

Timbal balik dimaksudkan suatu keadaan yang 

dikehendaki, sedangkan pembalasan merupakan cara 

untuk mencapai keadaan tersebut. 

Timbal balik mempunyai lingkungan berlaku yang umum, 

yakni diberlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap 

semua negara asing. Pembalasan dibatasi hanya pada 

negara tertentu yang secara melawan hukum telah 

melakukan perbuatan yang harus dibalas. Contoh 

pemakaian timbal balik dan pembalasan secara bersamaan 

adalah: Hukum Acara Perdata Jerman Par.114 sub 2 Z.P.O. 

                                       
89 Ibid., hal. 62.  
90 Ibid., hal. 76. 
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tentang kemungkinan untuk berperkara bebas biaya. 

“Orang asing tidak diberikan hak berperkara bebas biaya 

apabila orang Jerman di negara asing yang bersangkutan 

tidak diberikan hak serupa.91 

12. Teori Pemakaian  Hukum Asing.92 

Walaupun hukum asing telah dinyatakan berlaku oleh 

kaidah-kaidah HPI pihak hakim, seringkali tidak sampai 

pada pemakaiannya. Hal ini disebabkan oleh adanya  

pengesampingan berdasarkan penerapan teori ketertiban 

umum, penyesuaian atau timbal balik dan pembalasan93. 

Ada tiga dasar teori bagi pemakaian hukum asing oleh 

hakim, yaitu:94 

a. Hukum asing sebagai “fakta” sebagai suatu hal yang 

seperti juga lain-lain fakta, bahwa fakta harus 

didalilkan dan dibuktikan dalam suatu perkara 

perdata; 

b. Hukum asing dianggap sebagai “hukum”, (law/recht) 

yang oleh hakim harus dipergunakan berdasarkan 

alasan jabatannya (ex-officio atau ambsthalve); 

c. Hukum asing ini dikategorikan atau dimasukkan dalam 

hukum sang hakim dan karenanya menjadi bagian dari 

hukum sang hakim. Menurut teori “inkorporasi” atau 

“resepsi” ini, maka hukum asing ini pun akan 

dipergunakan berdasarkan alasan jabatannya. 

Apakah yang dapat dilakukan jika ternyata hukum asing 

tidak dapat ditentukan isinya padahal telah dilakukan 

                                       
91 Ibid., hal. 138. 
92 Zulfa Djoko Basuki, Mutiara Hikmah et all, Hukum Perdata Internasional, 
(Buku Materi Pokok/3 SKS. Modul 1-9), cetakan pertama, (Jakarta: Penerbit 

Universitas Terbuka, 2014), hal. 9.12. 
93 Sudargo Gautama (g), ibid., hal 175. 
94 Ibid., hal. 177. 
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usaha-usaha penyelidikan baik oleh hakim maupun para 

pihak dalam perkara? Hal ini bisa terjadi dalam hal 

kekurangan informasi dan/atau informasi yang diberikan 

tidak atau kurang meyakinkan hakim. Ada empat 

kemungkinan yang dapat dilakukan oleh hakim:95 

1. Hakim mempergunakan hukumnya (lex fori); 

2. Hakim dapat mempergunakan suatu hukum yang 

dianggap berlaku atau sangkaan hukum 

(rechsvermoeden) bahwa hukum asing yang 

bersangkutan adalah sama dengan hukum sang hakim; 

3. Hakim dapat mempergunakan hukum yang paling mirip 

atau berdekatan dengan hukum asing yang 

bersangkutan; atau 

4. Hakim dapat mengalahkan pihak yang telah 

mendalilkan pemakaian hukum asing ini. 

13. Perbuatan Melawan Hukum/PMH96 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PMH diatur 

di dalam Pasal 1365. Dalam teori khusus HPI, mengenai 

hukum yang berlaku dalam suatu PMH berlaku teori klasik  

yaitu lex loci delicti commissie. Teori klasik masih dianut 

oleh pengadilan Belanda dan Indonesia. Namun ada 

beberapa negara yang tidak menganut pada teori klasik 

dalam menangani perkara PMH, mereka mempraktekkan 

teori lex fori dengan  pertimbangan untuk alasan praktis 

dan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara 

sendiri. Teori lex fori dianut di negara Perancis dan 

Jerman. Praktek pengadilan di Inggris, mengkombinasikan 

antara teori klasik dan lex fori. Untuk itu, dalam 

                                       
95 Ibid., hal. 196. 
96 Sudargo Gautama (h), Hukum Perdata Internasional, cetakan ketiga, buku 

kedelapan, (Bandung: Penerbit Alumni, 1998), hal. 99. 
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mengajukan gugatan PMH di hadapan pengadilan Inggris, 

harus memenuhi dua syarat, actionable dan justifiable.97 

Dalam praktek pengadilan di Amerika, berkembang teori 

the proper law of a tort sebagaimana terlihat dalam Babcock 

v. Jackson.  

 

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip  

Asas-asas  yang menjadi landasan dalam pembentukan 

norma. 

1. Prinsip nasionalitas adalah prinsip yang memberlakukan 

hukum nasional seseorang yang berlaku dalam 

menentukan status personal seseorang. 

2. Prinsip domisili adalah prinsip yang memberlakukan 

hukum domisili seseorang yang berlaku dalam menentukan 

status personal seseorang. 

3. Asas kebebasan berkontrak adalah asas umum yang 

diberikan oleh undang-undang dalam membuat suatu 

kontrak, yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. 

4. Asas choice of law, adalah hukum yang berlaku adalah 

hukum yang dipilih oleh para pihak.  

5. Asas lex fori adalah asas yang memberlakukan hukum sang 

hakim dalam suatu peristiwa HPI. 

6. Asas lex loci contractus adalah asas yang menganut hukum 

tempat dibuatnya kontrak dalam perjanjian. 

7. Asas Lex Loci Celebrationis, asas yang menganut hukum 

tempat berlangsungnya perayaan (perkawinan).  

                                       
97 Actionable, artinya PMH itu juga dikategorikan sebagai PMH di hadapan 
Pengadilan Inggris. Sedangkan justifiable, artinya PMH itu juga dikategorikan 

sebagai PMH di tempat di mana PMH itu terjadi. Lih. Sudargo Gautama (h), ibid. 

buku kedelapan, hal [?].  
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8. Asas lex loci solutionis adalah asas yang menganut hukum 

tempat dilaksanakannya perjanjian. 

9. Lex Loci delicti commisi tator, adalah hukum dari tempat 

dimana perbuatan melanggar hukum dilakukan. 

10. The proper law of the contract adalah hukum yang berlaku 

dalam suatu kontrak adalah hukum negara yang memiliki 

titik taut terbanyak. 

11. The most characteristic connection adalah hukum yang 

berlaku dalam suatu kontrak adalah hukum pihak yang 

memiliki pribadi yang paling karakteristik.98 

 

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang 

ada dan Masalah yang dihadapi Masyarakat 

Di Indonesia, sejumlah materi HPI yang tersebar dalam 

berbagai undang-undang. Oleh karena itu, materi yang akan 

dimasukkan dalam RUU HPI adalah materi yang tidak masuk 

dalam undang-undang tersebut. Terhadap sejumlah materi 

yang tidak ada pengaturannya dalam undang-undang lain, 

maka terhadap hal tersebut ada materi yang tidak mungkin 

untuk dimasukkan dalam materi HPI, dan ada juga materi 

yang perlu diatur secara berbeda. Materi/substansi HPI yang 

akan dimasukkan dalam Naskah Akademik RUU HPI terdiri 

dari hal-hal umum (common elements) dan hal-hal khusus 

(specific element) yang ada di beberapa negara tertentu. 

Hal-hal umum yang dimaksud adalah keluarga  (yang 

meliputi perkawinan, harta benda perkawinan, perceraian, dan 

kewarganegaraan); adopsi; benda; kontrak; dan hukum acara 

                                       
98 Contoh dari penerapan teori ini adalah: dalam jual-beli berlaku 

hukum si penjual, hubungan antara bank dan nasabah berlaku hukum pihak 
bank, hubungan antara advokat/notaris dengan klienn berlaku hukum 

advokat/notaris. 
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perdata internasional. Untuk hal-hal khusus yang akan 

dimasukkan dalam HPI, antara lain taking evidence abroad; 

child abduction (penculikan anak lintas batas); PMH; dan 

legalisasi dokumen publik. Sedangkan hal-hal khusus 

lainnya yang ada kemungkinan untuk dimasukkan dalam RUU 

HPI, namun perlu memperhatikan berbagai aspek terlebih 

dahulu antara lain: service abroad; badan hukum; dan 

enforcement of judgement. Berikut adalah beberapa kondisi 

yang terkait dengan HPI: 

1. Perkawinan Campuran 

a. Kondisi yang ada  

Perkawinan campuran di Indonesia sudah umum dan 

banyak terjadi. Sebagai contoh yaitu adanya orang-orang 

asing yang menikah satu sama lain di Indonesia, atau 

orang-orang asing satu sama lain di Indonesia, atau 

orang-orang asing yang menikah dengan orang Indonesia 

hal ini disebut juga perkawinan campuran internasional. 

Hubungan-hubungan hukum yang mengandung unsur 

asing (foreign element) termasuk ke dalam kaidah HPI. 

Menurut teori HPI, untuk suatu perkawinan campuran 

internasional harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat 

material berdasarkan hukum nasional para calon 

mempelai (dasar hukumnya Pasal 16 AB) dan syarat 

formil berdasarkan hukum di mana perkawinan 

dilangsungkan/lex loci celebrationis (dasar hukum Pasal 

18 AB). Untuk saat ini hukum yang mengatur masalah-

masalah di bidang HPI masih menggunakan produk 

khusus warisan jaman Hindia Belanda, yakni pasal-

pasal 16,17, dan 18 AB. Produk hukum tersebut untuk 

saat ini sudah tidak memadai lagi mengingat semakin 
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banyak dan bermacam-macamnya masalah HPI yang 

dihadapi oleh hakim di Pengadilan.  

Definisi perkawinan campuran dalam UU No. 1 Tahun 

1974 hanya mencakup perkawinan antara WNI dan 

WNA, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di 

luar negeri. Definisi Perkawinan Campuran dijumpai 

dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974: “Yang dimaksud 

dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini 

ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia 

tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan 

kewarganegaraan dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Indonesia”. Dengan demikian 

pengertiannya lebih sempit, perkawinan sesama warga 

negara asing yang terjadi di Indonesia tidak lagi 

termasuk dalam pengertian perkawinan campuran 

berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 ini.  

Perkawinan WNI yang dilakukan di luar negeri diatur 

dalam pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974  yang menyatakan: 

Ayat (1) “Perkawinan yang dilangsungkan di luar 

Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau 

seorang warga negara Indonesia dengan warganegara 

asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum 

yang berlaku di negara dimana perkawinan itu 

dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak 

melanggar ketentuan Undang-undang ini.” 

Ayat (2) berbunyi, “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah 

suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti 

perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor 

Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.”  
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Dari pasal 56 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 terlihat 

ketentuan dalam pasal 16 dan 18 AB secara tidak 

langsung diterapkan dengan tidak menyebut lagi kedua 

pasal tersebut. Kata-kata yang menyatakan “perkawinan 

adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang 

berlaku di mana perkawinan itu dilangsungkan” merujuk 

pada pasal 18 AB (locus regit actum, lex loci celebrationis), 

“bentuk perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan”, 

tunduk pada hukum di mana perbuatan hukum itu 

dilakukan (syarat formal, tentang tata cara). Sedangkan 

ketentuan yang menyatakan, “bagi warganegara 

Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang 

ini”, merujuk pada pasal 16 AB (dalam hal ini 

merupakan syarat materil), yang tidak boleh dilanggar, 

seperti kentuan tentang batas usia menikah, dianutnya 

perkawinan sipil atau perkawinan agama bagi suatu 

negara dll yang tunduk pada status personal seseorang 

(penganut civil law atau common law). 

Dengan demikian terlihat walaupun secara resmi 

ketentuan dalam pasal 16, (17) dan 18 AB itu masih 

berlaku, akan tetapi dalam perundang-undangan 

tertentu, ketentuan itu telah diterapkan pada hukum 

positif kita tanpa merujuknya secara eksplisit. (Sebagai 

catatan kalau kita membaca BW Belanda baru di dalam 

Buku ke-10 tentang HPI, ketentuan dalam pasal 16 dan 

18 AB , dalam pasal 11 .1 dan Pasal 12 .1). 

Perlu dipikirkan, dalam penyusunan UU HPI, pengertian 

“perkawinan campuran”, tidak hanya mengacu pada 

pengertian pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, tetapi 

mengambil alih sebagian dari definisi Pasal 1 GHR 
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(Regling op de Gemengde Huwelijken)99  sehingga 

berbunyi:  

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam 

Undang-undang ini adalah perkawinan antara orang-

orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang 

berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, baik 

antara Warganegara Indonesia dan Warganegara  Asing; 

sesama Warganegara Asing tetapi berbeda 

kewarganegaraan, sesama Warganegara Asing tapi 

berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia.”  

Dari uraian tersebut di atas, jelas tercermin unsur HPI, 

yaitu adanya unsur asing (foreign element), berupa 

perbedaan kewarganegaraan dan domisili baik sebagai 

TPP (titik taut pembeda) maupun sebagai TPS (titik taut 

penentu). 

b. Kondisi yang diharapkan  

Kondisi yang ada dalam perkawinan campuran adalah 

bahwa untuk syarat-syarat perkawinan dalam suatu 

perkawinan campuran tunduk pada hukum nasional 

masing-masing pihak (prinsip nasionalitas) dan untuk 

syarat-syarat formil dan penyelenggaraan perkawinan 

campuran tunduk pada hukum tempat perkawinan itu 

dilakukan (lex loci celebrationis). Ketentuan ini sejalan 

dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Kedua syarat ini berlaku secara kumulatif dalam 

menentukan sahnya perkawinan, yang berarti kedua 

syarat ini harus terpenuhi secara penuh. 

Dari kondisi tersebut diharapkan adanya perubahan 

dalam menentukan syarat sahnya perkawinan yaitu 

                                       
99 S. 1898-158. 



32 
 

bahwa syarat perkawinan tersebut dapat ditentukan 

dengan lex loci celebrationis tetapi dengan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum baik di negara 

para pihak atau di negara tempat diselenggarakannya 

perkawinan.  

Dengan adanya pengaturan ini diharapkan kasus-kasus 

perkawinan beda agama yang tidak bisa dilakukan di 

Indonesia, mereka menikah di luar negeri secara sipil 

untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku di 

Indonesia, sehingga dapat dikategorikan sebagai 

“menyelundupkan hukum”, yang keabsahannya 

dipertanyakan. Dalam UU HPI yang akan datang harus 

diatur apakah perbuatan yang dilakukan secara 

menyelundupkan hukum yang dilakukan di luar negeri 

itu dapat diterima keabsahannya atau tidak. Misalnya di 

negara bagian Arizona, Amerika Serikat, dalam Arizona 

Code 1939, paragraf 108 dinyatakan, bahwa semua 

perkawinan yang dilakukan di luar Arizona sesuai 

dengan asas lex loci celebrationis diakui sebagai sah. 

Akan tetapi para mempelai yang bertempat tinggal di 

dalam wilayah Arizona, tidak dapat mengelakkan kaidah-

kaidah perkawinan negara bagian tersebut bilamana 

dengan sengaja mereka telah berpergian ke luar negeri 

dengan maksud untuk menyelundupkan hukum.100 

Akan tetapi di negara lain,  seperti Argentina, terdapat 

ketentuan yang berlainan. Pasal 159 Code Civil 

Argentina mengatur bahwa sahnya suatu perkawinan 

ditentukan oleh hukum yang berlaku pada tempat 

dilangsungkannya perkawinan (lex loxi celebrationis). Hal 

                                       
100 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku 

Keempat (Bandung: Alumni, 1989), hal 284-285. 
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ini berlaku pula apabila para pihak telah meninggalkan 

tempat tinggal mereka dengan tujuan agar supaya tidak 

takluk di bawah formalitas-formalitas dan undang-

undang yang berlaku di sana.  

Dengan demikian, apabila UU HPI yang akan datang 

mengatur perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri 

tunduk pada asas lex loci celebrationis dengan tetap 

menjunjung ketertiban umum sehingga dapat 

memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat 

selama ini dan tidak menimbulkan konflik hukum.  

c. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang  

diharapkan. 

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 

56 ayat (1) telah menenukan bahwa perkawinan 

campuran adalah sah bilamana dilakukan menurut 

hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu 

dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak 

melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. 

Ketentuan dalam UU Perkawinan ini adalah peraturan 

yang akan diberlakukan atas perkawinan sebagai asas 

lex specialis dari peraturan perundang-undangan yang 

setara, ataupun lex superior jika ada pengaturan 

dibawah UU yang mengatur tentang perkawinan. Hal ini 

lah yang membuat perubahan atas ketentuan 

perkawinan baik yang non campuran atau campuran 

terhambat.  

Selain dengan peraturan perundang-undangan tertulis, 

peraturan tidak tertulis yang saat ini hidup 

dimasyarakat pun dapat menjadi hambatan adanya 

perubahan kebijakan ini. Sebagai contohnya pandangan 
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masyarakat yang masih menganggap perkawinan adalah 

suatu yang sakral (berhubungan agama) masih belum 

terlepas sehingga adanya kebijakan yang akan 

memisahkan antara perkawinan dan agama secara jelas 

akan mendapatkan pertentangan. Hal ini lah yang 

menjadikan latar belakang bahwa dalam pengaturan 

tentang perkawinan campuran ini tidak dapat diatur 

secara jelas melainkan dengan menyerahkan kembali 

pengaturan tersebut kepada masyarakat dengan alas 

ketertiban umum. 

Disamping itu, keabsahan perkawinan yang hanya 

didasarkan  pada tempat terjadinya perkawinan semata 

(lex loci celebrationis) tanpa melihat ketentuan hukum 

nasional (ketertiban umum) akan mengganggu sistem 

hukum nasional yang ada. Hal ini mengingat bahwa 

hukum perkawinan ditiap-tiap negara berbeda, dan 

adanya konflik atas prinsip perkawinan sangat mungkin 

terjadi. Sebagai contohnya, dibeberapa negara101 telah 

disetujui/disahkan terjadinya perkawinan sejenis dan 

hal ini bertentangan dengan prinsip perkawinan di 

Indonesia yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 

perempuan sebagai suami istri. Ketentuan sahnya 

perkawinan yang hanya berdasar pada asas lex loci 

celebrationis dapat digunakan oleh pasangan-pasangan 

sejenis WNI untuk melegalkan perkawinannya dengan 

                                       
101 Dalam http://news.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-

dilegalkan-di-23-negara-ini, dijelaskan bahwa ada 23 Negara yang telah 
melegalkan perkawinan sejenis, termasuk didalamnya US dan negara 

bagiannya. 



35 
 

melakukannya di luar negeri sehingga diperlukan asas 

ketertiban umum dalam melakukan seleksi. 

 

2. Status Kewarganegaraan 

a. Kondisi yang ada (Das Sein) 

Pada saat ini berlaku UU No. 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan yang menggantikan UU No. 62 Tahun 

1958 tentang Kewarganegaraan. 

Tentang status kewarganegaraan anak, pada asasnya 

tetap dianut asas ius sanguinis, akan tetapi berlainan 

dengan UU Kewarganegaraan lama (UU No. 62 Tahun 

1958), yang menganut asas ius sanguinis ketat, hingga di 

mana pun anak dilahirkan ia akan tetap mengikuti 

kewarganegaraan sang ayah, walaupun ia lahir di negara 

yang menganut asas ius soli, dalam satu tahun setelah 

dia lahir orang tua harus memilih  apakah anak tersebut 

akan jadi warga negara Indonesia atau warganegara 

asing. Di dalam UU No. 12 Tahun 2006  dalam 

perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan ini di 

mana salah satu pihak (ibu atau ayah) 

berkewarganegaraan Indonesia, dimungkinkan bagi si 

anak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda 

(terbatas), sampai ia berusia 18 tahun. Dalam waktu tiga 

tahun setelah itu, atau jika ia menikah sebelum berusia 

18 tahun, ia harus memilih untuk menjadi WNI atau 

kewarganegaraan asing salah satu orang tuanya. 

Ketentuan tersebut berlaku pula terhadap anak yang 

sudah lahir pada saat UU No. 12 Tahun 2006 ini 

diundangkan, dengan ketentuan anak tersebut belum 

berumur 18 tahun atau belum kawin dan untuk itu ia 
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harus  mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat 

atau Perwakilan RI paling lambat 4 (empat) tahun setelah 

UU ini diundangkan.102  

Tentang status kewarganegaraan suami isteri. 

Sebagaimana dalam UU No. 62 Tahun 1958, istri tetap 

dapat mempertahankan kewarganegaran Indonesia-nya 

walaupun ia menikah dengan laki-laki WNA. Akan tetapi 

bagi suami/istri yang berkewarganegaraan asing, ia 

dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan 

syarat sudah tinggal di wilayah RI paling sedikit 5 (lima) 

tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak 

berturut-turut.103 Apabila dengan memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia tersebut yang bersangkutan 

menjadi kewarganegaraan ganda, maka yang 

bersangkutan diberikan Izin Tinggal Tetap di Indonesia. 

Ketentuan ini tidak dikenal dalam UU No 62 Tahun 

1958. Tidak ada ketentuan untuk memperoleh 

kewarganegaran Indonesia berapa tahun setelah 

perkawinan berlangsung. Pasal 26 UU No. 12 Tahun 

2006  mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan 

suami/istri apabila negara suami/istri yang 

berkewarganegaraan asing menganut asas istri/suami 

mengikuti kewarganegaraan pasangannya. (Dianutnya 

prinsip kesatuan hukum dalam keluarga seperti pernah 

di Indonesia dianut dalam pasal 2 GHR.) 

b. Kondisi yang diharapkan (Das Sollen) 

Dipakainya prinsip nasionalitas untuk hubungan antara 

orang tua dan anak. Untuk pengesahan anak dipakai 

                                       
102 Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006. 
103 Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006. 
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hukum sang ayah, untuk perwalian104 hukum sang 

anak, untuk alimentasi tempat tinggal yang nyata sehari-

hari (residence habituelle) dari sang anak. 

Untuk hubungan antara orang tua dan anak karena ini 

termasuk dalam masalah status personal, bisa dipakai 

prinsip nasionalitas dapat pula dipakai prinsip domisili, 

sejalan dengan dianutnya prinsip nasionalitas oleh 

negara-negara civil law dan prinsip domisili bagi negara-

negara common law. Pada umumnya dipakai hukum 

sang ayah sebagai kepala keluarga untuk anak sah. 

Domisili sang ayah dipakai untuk negara-negara 

common law, seperti Inggris, dan kewarganegaraan sang 

ayah untuk negara-negara civil law, seperti Jerman dan 

Belanda. Seringkali pula hubungan antara orang tua dan 

anak ini berhubungan dengan masalah renvoi, yaitu 

apabila misalnya masalah pengesahan anak karena 

perkawinan tidak dikenal di suatu negara dengan prinsip 

domisili, sedangkan di negara di mana ia berdomisili 

yang memakai prinsip nasionalitas dikenal, maka dapat 

terjadi renvoi.  Menurut hukum intern si anak, anak itu 

adalah anak tidak sah, tetapi karena negara kedua orang 

tuanya menganut prinsip domisili, dan negara domisili 

mengenal pengesahan anak karena perkawinan, anak itu 

adalah anak sah. Dengan diterimanya renvoi oleh negara 

domisili si anak, maka anak tersebut menjadi anak sah. 

Dalam hal terdapat perbedaan kewarganegaran antara 

suami istri umum yang berlaku sekarang adalah hukum 

domisili bersama para pihak, apakah pada saat 

perkawinan dilakukan atau pada saat perceraian 

                                       
104 Menurut Prof Zulfa: “Perwalian” diganti dengan hak asuh  

anak/pemeliharaan anak, karena istilah wali lebih luas  
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diajukan. Hal ini berlaku pula untuk menentukan 

hukum yang berlaku  untuk harta benda dalam 

perkawinan.  Untuk anak baik dalam hal hak asuh anak, 

(perwalian dalam arti Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata), nafkah anak (alimentasi), sejalan dengan 

berbagai Konvensi tentang anak antara lain Konvensi 

Den Haag tentang Parental Responsibility, Adopsi, Child 

Abduction, dan lain-lain, umumnya dipakai hukum 

tempat tinggal sehari-hari (habitual residence) si anak. 

Tidak lagi dipakai hukum sang anak, karena seringkali 

kepentingan sang anak lebih terakomodasi oleh hukum 

tempat tinggal sehari-harinya dibandingkan dengan 

hukum nasionalnya. Untuk hubungan hukum antara 

anak tidak sah dengan sang ayah umumnya dipakai 

hukum sang ayah, begitu pula mengenai  pengesahan 

anak dipakai hukum sang ayah, untuk  pengakuan 

anak, dipakai hukum orang yang mengakui.  

c. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang  

diharapkan. 

Seperti tersebut di atas, hambatan yang terjadi antara 

lain adalah karena tidak diakuinya dwi-

kewarganegaraan, seseorang suami atau istri asing 

mengalami kesulitan untuk tinggal menetap dalam 

jangka waktu lama. Permasalahan ini berakibat pula 

pada status kewarganegaraan anak. 

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang 

ada antara lain karena kita belum mempunyai ketentuan 

yang baku yang berkaitan dengan masalah yang 

dihadapi. Perlu dipikirkan untuk mengaksesi beberapa 
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konvensi internasional terkait dan menyegerakan 

terbentuknya UU HPI Indonesia. 

 

3. Harta Benda Perkawinan  

a. Kondisi yang ada 

Harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi 

sebagai berikut:   

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

menjadi harta benda bersama.  

2) Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah 

atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

Sama halnya dengan harta benda, dalam harta 

perkawinan dapat dibagi atas harta tetap dan harta 

bergerak. Pembedaan akan benda ini pun berpengaruh 

atas akibat hukum atas hak kebendaan tersebut. 

Berkaitan dengan hak atas tanah Dalam UU No. 5 tahun 

1960 tentang UUPA dinyatakan bahwa hanya Warga 

Negara Indonesia (WNI) saja yang dapat memiliki Hak 

Milik atas tanah. Sehingga bagi perkawinan campuran 

yang tidak menentukan lain atas harta kekayaan dalam 

perkawinan (dengan perjanjian pranikah), tidak dapat 

memiliki tanah dengan hak milik akibat adanya 

percampuran harta perkawinan dengan WNA. 

Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 26 ayat 1 dan 2 

UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal 

1 menyatakan,  

“Perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang 
kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) 

kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut 
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hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri 
mengikuti kewarganegaraan suami akibat 

perkawinan tersebut.”  

Sedangkan pasal 2 menyatakan,  

“Laki-laki Warga Negara Indonesia (WNI) yang kawin 
dengan perempuan Warga Negara Asing (WNA) 
kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut 

hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami 
mengikuti kewarganegaraan istri akibat perkawinan 
tersebut.” 

Agar WNI tersebut tetap berstatus WNI, harus 

mengajukan pernyataan untuk menjadi WNI kepada 

Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang 

wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-

laki tersebut setelah 3 (tiga) tahun sejak berlangsungnya 

perkawinan, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan 

kewarganegaraan ganda sebagaimana diatur dalam pasal 

26 ayat 3 dan 4 UU Kewarganegaraan. 

Ketentuan ini mengakibatkan bagi WNI yang melakukan 

perkawinan dengan WNA (dimana di negara WNA ini 

mensyaratkan pasangan mengikuti warga negara) maka 

WNI harus melepaskan status Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik 

atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB, baik 

karena pewarisan, peralihan hak melalui jual-beli, hibah 

atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya. 

Pelepasan hak tersebut dengan cara menjual atau 

menghibahkan hak-hak atas tanah tersebut dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak-hak 

tersebut. 
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Ketentuan diatas sejalan dengan asas lex rei sitae yaitu 

untuk hak kebendaan berlaku hukum negara di mana 

benda tersebut terletak. 

b. Kondisi yang diharapkan. 

Mengenai harta benda perkawinan antara suami isteri 

yang berbeda kewarganegaraan diatur oleh hukum yang 

dipilih oleh para pihak dengan ketentuan: 

 Hukum yang dipilih para pihak ialah hukum 

nasional suami atau isteri pada saat pilihan 

hukum dilakukan; 

 Hukum negara yang merupakan tempat kediaman 

sehari-hari suami atau isteri pada saat pilihan 

hukum dilakukan, atau  

 hukum dari negara yang merupakan tempat 

kediaman biasa sehari-hari pertama suami atau 

isteri setelah perkawinan dilangsungkan.  

Namun jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum, 

maka hukum yang berlaku hukum intern dari negara 

yang merupakan tempat kediaman sehari-hari pertama 

dari suami isteri atau hukum tempat kediaman pertama 

setelah perkawinan dilangsungkan.  

Perkembangan pilihan hukum saat ini pun, memberikan 

sebuah pilihan baru dalam menentukan hukum apa 

yang harusnya diberlakukan terhadap benda bergerak, 

yaitu hukum tempat dimana benda itu didaftarkan. Hal 

ini pun dapat dijadikan sebuah pilihan hukum dalam 

menentukan hukum dari harta benda perkawinan. 

Berkenaan dengan benda tak bergerak dalam perjanjian 

perkawinan sekalipun telah dilakukan pilihan hukum 
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tersebut, hukum yang berlaku adalah hukum negara 

tempat benda tersebut terletak.  

Kemampuan hukum untuk mengadakan perjanjian 

perkawinan mengenai harta benda bersangkutan diatur 

oleh hukum nasional masing-masing pihak. 

Dimana bagi suami istri yang mempunyai 

kewarganegaraan yang sama syarat-syarat materiil dan 

akibat hukum dari perjanjian perkawinan itu diatur oleh 

hukum nasional mereka. Sementara bagi suami istri 

yang mempunyai kewarganegaraan berbeda syarat-

syarat materiil dan akibat hukum dari perjanjian 

perkawinan itu diatur oleh hukum yang mereka pilih. 

Jika tidak ada pilihan hukum, maka yang berlaku 

adalah hukum dari tempat kediaman sehari-hari 

pertama dari suami isteri. 

 

c. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang  

diharapkan. 

Kepemilikan atas hak kebendaan di Indonesia masih 

terbatas oleh kewarnanegaraan, contohnya adalah hak 

milik atas properti (tanah) yang dalam UU No. 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

Pasal Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa hanya WNI 

yang dapat mempunyai hak milik. Sehingga harta benda 

atas perkawinan campuran pun akan terbatas pada 

ketentuan dimana letak benda tersebut atau pada 

tempat dimana benda itu didaftarkan. 

Pembagian jenis kebendaan atas benda bergerak dan 

tetap sudah tidak sesuai lagi dengan jenis kebendaan 

saat ini, karena penerapan tidak bisa disamakan satu 
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sama lain meskipun jenisnya sama benda bergerak atau 

benda tetap.  

 

4. Adopsi 

a. Kondisi yang ada  

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-

Undang tentang Adopsi. Peraturan tentang Adopsi diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai 

pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. Hukum yang berlaku 

adalah hukum Indonesia sesuai dengan PP 54/2007 

yaitu sebagai habitual residence si anak. 

b. Kondisi yang diharapkan 

Mengenai Adopsi, agar dipakai hukum nasional apabila 

adoptant dan adoptandus mempunyai kewarganegaraan 

yang sama. Jika kewarganegaraan antara kedua pihak 

ini berlainan, maka kemampuan dan syarat-syarat 

untuk melakukan adopsi dan untuk diadopsi ditentukan 

oleh hukum yang berlaku di tempat kediaman sehari-

hari dari sang anak. 

Tentang akibat-akibat hukum dari adopsi antara kedua 

pihak ini diatur juga oleh hukum yang berlaku di tempat 

kediaman sehari-hari sang anak. Demikian pula hak-hak 

dan kewajiban antara pihak adoptandus dan 

keluarganya karena kelahiran. Juga dalam hal ini 

hukum dari tempat kediaman sehari-hari sang anak 

yang menentukan. 

Dengan demikian titik berat diletakkan pada tempat 

kediaman sehari-hari dari sang anak  yang diterima 

dalam konvensi-konvensi Adopsi Den Haag tahun 1975 
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c. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang  

diharapkan. 

Dalam PP 54/2007, tentang usia calon anak angkat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, 

terdapat ketentuan yang mengatur batas umur anak 

yang boleh diangkat, yaitu belum berusia 18 tahun. 

Dalam penjelasannya sepanjang anak memerlukan 

perlindungan khusus, dikhawatirkan dapat 

disalahgunakan oleh pihak adoptant yang tidak 

bertanggung jawab. Penjelasan dalam huruf c dengan 

memperinci anak yang memerlukan perlindungan 

khusus, antara lain adalah anak yang menyandang 

cacat, korban narkotika, anak yang berhadapan dengan 

hukum, anak tereksploitasi secara seksual dan 

sebagainya, memungkinkan adopsi disalahgunakan 

dengan menjadikan anak-anak yang telah remaja, 

berumur misal 16 atau 17 tahun, yang diangkat oleh 

orang asing, menjadi korban perdagangan manusia 

(human trafficking) seperti menjadi pelacur di luar negeri. 

Adanya kewajiban pelaporan perkembangan anak 

kepada Kementerian Luar Negari melalui Perwakilan 

Republik Indonesia setempat hanya satu kali dalam 

setahun sampai anak berumur 18 tahun.105  

 

5. Warisan 

Mengenai Hukum Warisan, digunakan hukum nasional 

dari si pewaris. Warisan dalam hal ini diatur sebagai suatu 

kesatuan, tanpa membedakan antara benda-benda 

bergerak dan benda-benda tetap. 

                                       
105 Pasal 40 PP No. 54 Tahun 2007.  
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Mengenai bentuk dari testamen akan diatur pula oleh 

Hukum Nasional dari orang yang membuat testamen atau· 

tempat di mana pembuat testamen berdomisili waktu 

membuatnya, atau saat kematiannya, atau tempat 

kediamannya sehari-hari, atau dari tempat di mana benda-

benda bersangkutan terletak (sepanjang mengenai benda-

benda tidak bergerak). Ini adalah sesuai dengan prinsip 

favor testamenti yang diterima dalam Konvensi HPI Den 

Haag tentang warisan dari tahun 1961 mengenai bentuk 

daripada testamen. 

 

6. Benda  

Dengan semakin meningkatnya lalu-lintas internasional 

dan bertambah majunya ekonomi dan keuangan, maka 

lebih besar peranan kaidah-kaidah hukum tentang benda. 

Hal ini disebabkan bahwa kaidah-kaidah tersebut 

berhubungan dengan lalu-lintas kebendaan, di mana 

transaksi dagang tidak lagi dibatasi oleh batas wilayah 

negara, baik ruang dan waktunya. 

Jika mempelajari hukum kebendaan di Indonesia, ada 

pembagian benda berdasarkan sifatnya, yaitu benda 

bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam mempelajari 

Hukum Antar Tata Hukum intern, pembedaan ini masih 

berlaku. Untuk benda-benda bergerak berlaku asas mobilia 

sequntuur personam (kewarganegaraan atau domisili 

pemilik benda bergerak), sedangkan untuk benda-benda 

tetap atau tidak bergerak berlaku asas lex rei sitae. 

Dalam perkembangannya, hukum mengenai benda dalam 

HPI ini terdapat perubahan setelah adanya pandangan von 

Savigny. Benda tidak lagi dibedakan atas benda bergerak 
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dan benda tidak bergerak. Hukum dari tempat di mana 

benda itu terletak adalah titik taut penentu, yaitu faktor 

yang menentukan hukum manakah yang berlaku untuk 

benda bersangkutan. Kaidah ini telah lama diterima sejak 

teori statuta pada saat itu. 

HPI Indonesia pun telah menerima asas yang terdapat di 

dalam Pasal 17 AB, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Berkenaan dengan benda-benda berlaku undang-undang 

dari negara atau tempat di mana barang-barang itu 

terletak”. 

7. Kontrak 

a. Kondisi yang ada  

Asas HPI yang paling utama dalam hukum perjanjian 

antara warga-warga negara adalah bahwa hukum yang 

dipilih dan disepakati oleh para pihak dalam 

perjanjian/kontrak. Namun dalam praktek, persoalan 

HPI menjadi lebih kompleks pada saat situasi di mana 

para pihak tidak melakukan pilihan hukum atau tidak 

menyatakan pilihan hukumnya secara tegas. Teori-teori 

HPI bidang kontrak sangat diperlukan atau lebih dikenal 

upaya menetapkan the proper law of contract. Di bawah 

ini akan ditinjau beberapa asas yang berkembang dalam 

HPI bidang hukum kontrak. 

1.  Asas lex loci contractus/hukum tempat pembuatan 

kontrak, 

2.  Asas lex loci solutionis/hukum dari tempat 

pelaksanaan perjanjian, dan 

3.  Asas party autonomy/kebebasan para pihak. 
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b. Kondisi yang diharapkan  

Mengenai Kontrak, sebaiknya dipakai titik taut yang 

paling karakteristik sebagai hukum yang harus 

diperlukan. Maka kami usulkan supaya dirumuskan 

bahwa untuk kontrak internasional berlakulah hukum 

yang berlaku untuk kontrak-kontrak yang telah dipilih 

oleh para pihak. Apabila tidak ada pilihan, maka hukum 

dari pihak yang mempunyai prestasi paling karakteristik 

untuk tipe kontrak masing-masing adalah hukum yang 

berlaku (the most characteristic connection). 

 

8. Badan Hukum  

Ada empat teori yang dipakai untuk menentukan status 

personal badan hukum. Teori inkorporasi menyatakan 

bahwa suatu badan hukum tunduk kepada hukum di 

mana ia diciptakan, didirikan atau dibentuk. Teori statutair 

menyatakan bahwa status personal suatu badan hukum 

ditentukan oleh hukum tempat kedudukan badan hukum 

tersebut menurut anggaran dasarnya. Dalam praktek, 

kedua teori ini membaur, karena pada umumnya tempat 

pendirian sekaligus merupakan tempat kedudukan 

statutair dari badan hukum bersangkutan. Teori pusat 

manajemen menyatakan bahwa hukum dari tempat 

kedudukan manajemen yang efektif dari badan hukum 

sebagai hukum yang berlaku atas status personal badan 

hukum tersebut. Teori kontrol asing menyatakan bahwa 

status personal suatu badan hukum ditentukan oleh 

hukum dari tempat pengambilan kontrol atau kendali atas 

badan hukum tersebut diambil atau dilakukan.  
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Konvensi Den Haag tentang Pengakuan Status Badan 

Hukum Perusahaan, Perkumpulan dan Institusi Asing 

(Convention concernant la Reconnaissance de la Personnalité 

juridique des sociétiés, associations et fondations éstragères 

atau Convention concerning the recognition of the legal 

personality of foreign companies, associations and 

institutions) menganut teori inkorporasi. Konvensi yang 

dirumuskan tanggal 1 Juni 1956 telah diratifikasi oleh 

Belanda (1959), Belgia (1962) dan Perancis (1963). 

Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-

undangan yang ada, Indonesia kemudian mengadopsi 

secara kumulatif teori inkorporasi dan statutair. Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria mengatur tentang badan hukum yang dapat 

mempunyai hak atas tanah. Pasal 30:1 mengatur bahwa 

“badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 

dan berkedudukan di Indonesia” berhak mempunyai hak 

guna usaha. Pasal 36:1 mensyaratkan hal yang sama 

untuk hak guna bangunan. Demikian juga halnya dengan 

pasal 42 untuk hak pakai. Pasal ini juga memberikan hak 

pakai kepada badan hukum asing yang mempunyai 

perwakilan di Indonesia. Terkait dengan hak sewa, pasal 45 

juga mengatur dengan persyaratan yang sama.  

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal mewajibkan penanaman modal 

asing untuk membentuk perseroan terbatas berdasarkan 

hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah 

Indonesia. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa 

tempat kedudukan perseroan di dalam wilayah Republik 
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Indonesia sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar 

adalah kantor pusat perseroan. Dengan demikian, 

Indonesia menambahkan teori pusat manajemen untuk 

perseroan terbatas. 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

mengadopsi tempat kedudukan dalam wilayah Indonesia 

yang ditentukan dalam anggaran dasar sebagai titik taut. 

Secara administratif, Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia melimpahkan kewenangan pengesahan badan 

hukum kepada Kepala Kantor Wilayah yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan yang 

bersangkutan (pasal 11 ayat (2)). Secara hukum acara, 

tempat kedudukan yayasan juga menentukan kompetensi 

pengadilan negeri (pasal 56 ayat (1)). 

Pengaturan status personal badan hukum harus selaras 

dengan perkembangan peraturan perundang-undangan 

nasional. Oleh karena itu, perumusan pengaturan terkait 

badan hukum adalah sebagai berikut:  

a. Perseroan terbatas, perkumpulan, yayasan, dan badan-

badan hukum lain tunduk kepada hukum dari negara 

di mana badan hukum tersebut didirikan dan 

berkedudukan.  

b. Badan hukum yang didirikan di luar wilayah Republik 

Indonesia yang melaksanakan kegiatannya di dalam 

wilayah Republik Indonesia tunduk pada ketentuan 

hukum Indonesia. 
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9. Penculikan Anak Lintas Batas 

a. Kondisi yang Ada. 

Secara internasional, telah ada aturan terakit dengan 

penculikan anak lintas batas yaitu Konvensi 1980.  

Indonesia, sampai saat ini belum menjadi Negara Peserta 

dari Konvensi 1980. Namun demikian, kasus-kasus 

berkenaan dengan child abduction ini sudah pula 

dijumpai dan diputus oleh Hakim, walaupun masih 

sedikit. 

Hakim di Indonesia dalam memutus perkara child 

abduction belum mempertimbangkan masalah 

dibawanya si anak oleh salah satu orang tua dari tempat 

kediamannya sehari-hari tanpa izin orang tua lainnya  

sebagai melawan hukum, melainkan memutus seolah-

olah masalah yang dihadapi hanyalah merupakan 

masalah permohonan pemeliharaan anak biasa.  

Sebagai ilustrasi akan dikemukakan dua putusan 

pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 

Pengadilan Negeri Tangerang. 

      KASUS  I  

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

210/Pdt/G/1992/PN.JKT.Sel. 

Para Pihak 

Penggugat:  Djoko Soesanto, warga negara Indonesia 

Tergugat:  Bettina Renatser, warga negara Jerman 

Kasus Posisi: 

Penggugat dan tergugat telah menikah di Jakarta, di  

Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 22 

Februari 1983. Keduanya tetap mempertahankan 

kewarganegaraan masing-masing. Setelah menikah, 
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keduanya kemudian pergi ke Jerman, dan di sana lahir 

dua orang anak laki-laki: Gerry Soesanto pada tanggal 15 

Agustus 1986, dan Robin Soesanto tanggal 29 Desember 

1988. Kedua anak, dari jalannya perkara terbukti 

berkewarganegaraan Jerman. 

Sewaktu hubungan antara keduanya mulai tidak 

harmonis, dengan alasan untuk membawa anak untuk 

berenang, si ayah, awal tahun 1992, membawa lari kedua 

anak itu ke Jakarta (Indonesia), tanpa sepengetahuan 

dan seizin si ibu,  (izin hanya untuk berenang di tempat 

kediamannya di Jerman), dengan cara memalsukan 

tanda tangan si istri untuk memperoleh paspor bagi  

kedua anak. 

Kemudian si ayah mengajukan pemohonan ke Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan agar perkawinannya diputus 

karena perceraian dan pemeliharaan kedua anak 

(custody)  diserahkan sepenuhnya kepadanya. Selain itu  

dimohonkan pula agar kewarganegaraan Jerman kedua  

anak diganti menjadi kewarganegaraan Indonesia.  

Dalam Jawabannya, si ibu mengajukan bantahan dengan 

mengatakan sudah ada putusan provisi dari pengadilan 

di Jerman yang menyerahkan pemeliharaan sementara 

atas kedua anak kepadanya sampai pokok perkara 

mengenai perceraian diputus, ia dan mohon supaya anak 

dikembalikan kepadanya. Untuk itu si ibu mohon agar 

pemeliharaan anak sesuai dengan putusan provisi 

diserahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

kepadanya. 

Tidak ada masalah mengenai putusan perceraian, karena 

kedua-duanya memang terbukti sudah tidak bisa 
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didamaikan lagi, hingga dianggap telah memenuhi pasal  

19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Persoalan utama ialah mengenai siapa yang 

berhak untuk memperoleh pemeliharaan atas kedua 

anak yang dilahirkan. 

Dalam kasus ini, hakim menolak diberlakukannya 

putusan provisi Jerman yang memberikan pemeliharaan 

anak kepada si ibu. Berdasarkan Pasal 436 RV, hakim di 

Indonesia tidak terikat dengan putusan asing. Lagi pula 

putusan itu diucapkan setelah si ayah kembali ke 

Indonesia, dan si ayah tidak pernah merasa dapat 

panggilan dalam perkara itu. Hakim berpendapat untuk 

perkara ini yang harus diberlakukan adalah hukum 

Indonesia, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974, 

karena perkawinannya dilakukan di Indonesia sesuai 

dengan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 

mengenai perkawinan campuran. 

Dalam mempertimbangkan siapa yang berhak untuk 

diserahkan pemeliharaan anak antara lain 

dipertimbangkan oleh Hakim, fakta-fakta sebagai berikut: 

a. Pada waktu perkara berlangsung di PN Jakarta 

Selatan, kedua anak secara fisik berada di bawah 

kekuasaan si ayah, di  Jakarta (Indonesia); 

b. kedua anak adalah warga negara Jerman; 

c. adanya putusan provisi Jerman yang menyatakan 

untuk sementara kedua anak diserahkan 

pemeliharaannya kepada si ibu; 
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d. si ayah mempunyai pekerjaan tetap di Indonesia 

sedangkan si ibu tidak bekerja, tetapi dapat bantuan 

atau jaminan sosial dari pemerintah Jerman. 

Menurut hakim, dengan terjadinya perceraian maka 

kekuasaan orang tua yang tadinya berada pada kedua 

orang tua menjadi berakhir sehingga perlu ditetapkan 

kekuasaan wali terhadap kedua anak tersebut dengan 

menggunakan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974, yaitu berakhirnya kewajiban orang tua 

untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya bila 

anak-anak sudah menikah atau sudah dapat berdiri 

sendiri. Lebih lanjut, hakim Indonesia menilai bahwa 

penggugat dan tergugat sama-sama mampu dan cakap 

serta memperlihatkan keseriusan dalam merawat, 

memelihara, dan mendidik anak-anak mereka. Karena 

itu, demi dan untuk kepentingan si anak, keduanya 

berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak.  

      Hakim memutuskan: 

1. Pemeliharaan anak (hakim masih memakai kata 

perwalian) yang tertua (Gerry Soesanto) berumur 6 

tahun diserahkan kepada si ayah dan  anak yang 

lebih kecil (Robin Soesanto) berumur 4 tahun, 

pemeliharaannya diserahkan kepada si ibu.  

2. Menolak permohonan si ayah untuk mengubah 

kewarganegaran Jerman kedua anak menjadi warga 

negara Indonesia karena menurut Hakim hal itu 

bukan menjadi wewenangnya. Perkara yang diperiksa 

adalah perkara gugatan perceraian dan pemeliharaan 

anak. 
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Analisis Kasus 

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa dengan terjadinya 

perceraian antara kedua orang tua, maka kekuasaan 

orang tua yang tadinya berada pada kedua orang tua,  

berakhir. Oleh karena itu perlu ditetapkan kekuasaan 

wali terhadap kedua anak berdasarkan Pasal 50 dan 

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974. Pertimbangan Hakim yang menyatakan dengan 

putusnya perkawinan kedua orang tua maka kekuasaan 

orang tua hapus dan diganti dengan kekuasaan wali, 

dinilai tidak tepat lagi dalam suasana Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974. Hal ini memang tepat berdasarkan 

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang sudah tidak berlaku lagi dengan adanya ketentuan 

baru dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut 

Pasal 45 ayat (2)  jo. Pasal 47 Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974, putusnya perkawinan kedua orang tua 

karena perceraian tidak mengakibatkan hapusnya 

kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua akan hapus 

bila anak sudah mencapai umur 18 tahun, sudah 

menikah sebelum umur 18 tahun atau kekuasaannya itu 

dicabut. Begitu pula pertimbangan hakim yang 

mendasarkan dalilnya pada pasal 50 Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 dinilai tidak tepat karena pengertian 

wali dalam dimaksud adalah orang lain selain orang tua 

yang ditunjuk oleh salah satu orang tua yang 

menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal 

baik dengan wasiat maupun secara lisan di hadapan 2 
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(dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 

huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 

Selanjutnya bila kasus ini dilihat dari segi Konvensi 

1980, maka dapat dikatakan bahwa kasus ini 

sebenarnya adalah mengenai pemindahan anak secara 

melawan hukum (wrongfully removal) dari tempat di 

mana si anak mempunyai habitual residence yaitu 

Jerman. Tidak dapat disangkal bahwa pada saat 

terjadinya pemindahan, karena keduanya masih terikat 

dalam perkawinan, maka keduanya mempunyai 

kekuasaan orang tua terhadap kedua anak tersebut dan 

kedua-duanya sedang melaksanakan pemeliharaan anak 

secara bersama-sama. Tindakan si ayah dapat 

dikualifikasi sebagai melanggar pasal 3 huruf a dan 3b 

Konvensi 1980, sehingga si ibu berhak untuk menuntut 

pengembalian si anak ke habitual residence-nya di 

Jerman. Akan  tetapi  Indonesia belum menjadi negara 

peserta dalam Konvensi 1980 ini, sehingga tidak terikat 

dengan ketentuan-ketentuan tersebut sedangkan 

Jerman merupakan negara peserta Konvensi 1980. 

Karena itu, apa yang dilakukan oleh hakim adalah 

pemeriksaan terhadap permohonan pemeliharaan anak 

terhadap kedua anak tersebut. Dalam Jawabannya, si 

ibu seharusnya memohonkan agar anaknya 

dikembalikan ke negara di mana si anak mempunyai 

habitual residence, apalagi ia sudah memperoleh 

putusan provisi yang memberikan sole custody 

kepadanya terlepas dari diakui tidaknya keputusan 

provisi tersebut di Indonesia. Menurut Konvensi, yang 

berhak untuk menentukan siapa yang berhak untuk 
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mendapatkan hanyalah negara di mana si anak 

mempunyai habitual residence dan pengadilan di mana 

anak berada setelah dipindahkan hanya berhak 

menentukan apakah pemindahan telah dilakukan 

dengan melawan hukum. Begitu pula apakah 

penguasaan yang dilakukan oleh si ayah (dalam hal ini 

sebagai abductor), sah atau tidak. Bila penguasaannya 

sesuai dengan pengecualian yang terdapat dalam 

ketentuan yang tercantum dalam pasal 13 (yaitu 

pengembalian itu akan membahayakan si anak secara 

fisik dan secara psikologis dan menempatkan anak 

dalam situasi yang tidak toleran), pasal 12 (anak sudah 

“settled” di lingkungannya yang baru) serta pasal 20 

(pengembaliannya bertentangan dengan ketertiban 

umum Indonesia), maka anak tetap tinggal di Indonesia. 

Tetapi apabila pengecualian dalam ketiga pasal tersebut 

tidak terbukti, si anak harus segera dikembalikan ke 

negara di mana si anak mempunyai habitual residence.    

Meskipun si ayah waktu membawa kedua anaknya 

tersebut mempunyai hasrat untuk meninggalkan Jerman 

selamanya (dari kata-katanya yaitu ingin kembali ke 

Indonesia untuk turut berbakti dalam pembangunan di 

negaranya sendiri), habitual residence si anak tetap di 

Jerman, karena pengertian terbentuknya habitual 

residence dengan mensyaratkan “hasrat” (intention) 

untuk menetap sebagai dasar timbulnya habitual 

residence baru hanya dianut di Inggris. Lagi pula belum 

ada putusan yang menyatakan si ayah telah 

mendapatkan sole custody untuk kedua anak pada saat 

pemindahan dilakukan. Bila si ayah telah mendapatkan 
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sole custody waktu itu, maka habitual residence si anak 

akan sama dengan habitual residence  ayahnya (domicile 

dependent). Begitu pula pada saat perkara berlangsung, 

jangka waktu satu tahun belum berlalu dan anak-anak 

tidak dapat dikatakan telah settled di tempat yang baru 

dalam hal ini di Indonesia, walaupun kedua anak telah 

dimasukkan ke sekolah yang baru. Tidak ada bukti 

bahwa anak sudah senang tinggal di Indonesia, terlihat 

dari anak-anak yang diperkirakan menderita PAS 

(Parental Alienation Syndrome). Fakta-fakta 

pendukungnya  antara lain rambutnya dicabuti sendiri. 

Dengan demikian, seharusnya anak-anak segera 

dipulangkan ke Jerman, ke tempat di mana ia 

mempunyai habitual residence. 

Dalam putusan ini, Hakim menyerahkan pemeliharaan 

anak, masing-masing satu orang kepada setiap orang 

tua, tanpa mempertimbangkan dan meneliti apakah 

antara keduanya ada kedekatan atau tidak, karena 

adakalanya pemisahan anak-anak dari saudara 

kandungnya dapat membahayakannya secara psikologis 

dan menempatkan mereka dalam suasana yang tidak 

toleran, sehingga  anak-anak akan semakin trauma, 

sudah kehilangan salah satu orang tua ditambah lagi 

dengan kehilangan salah satu saudaranya. Sebenarnya 

pilihan pemecahan masalah tersebut sebenarnya tidak 

diinginkan oleh ketentuan mana pun, baik ketentuan 

dalam Konvensi 1980 maupun ketentuan dalam 

pemeliharaan anak pada umumnya. Dalam segala hal 

mengenai masalah yang menyangkut anak, “the best 
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interest of the child(ren)” adalah pertimbangan terpenting 

(paramountly  consideration).  

KASUS  II 

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 

No.125/Pdt/G/1999/PN.TNG, jo. Putusan Pengadilan 

Tinggi Bandung No.481/PDT/1999/PT. BDENGAN  

      Di Tingkat Pengadilan Negeri Tangerang  

 Para pihak  

 Penggugat: Castello Casals Richard Michel Jose, 

warganegara Perancis 

Tergugat:  Junita, warga negara Indonesia. 

 Kasus Posisi:   

Penggugat dan Tergugat menikah  di Jakarta tanggal 21 

Agustus 1994, di hadapan pemuka agama di Gereja 

Protestan di Indonesia Bagian Barat Jemaat Immanuel 

Jakarta dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI 

Jakarta tanggal 21 Agustus 1994 No.69/A/1994.   

Setelah berlangsungnya perkawinan, kedua pihak tetap 

memegang kewarganegaraannya masing-masing.  

Dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-

laki, 10 September 1995 di Jakarta, dengan nama 

Mathieu Jean Arneld Castello. Anak tersebut sesuai 

dengan hukum yang berlaku di Indonesia, pada saat 

perkara terjadi hanya memperoleh kewarganegaraan 

ayahnya yaitu Perancis. 

Para pihak semula tinggal di kediaman bersama dengan 

si anak di Tangerang yaitu di Pulau Putri Utara Blok A II, 

Moderland, Tangerang. Karena antara keduanya 

kemudian terjadi ketidakcocokan, berupa percekcokan 
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terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, 

penggugat pindah ke rumah lain.  

Pada bulan Mei 1999, anak tersebut telah dipindahkan 

oleh si ayah ke Perancis tanpa sepengetahuan dan seizin 

si ibu. Izin yang diberikan oleh si ibu hanya dengan 

tujuan untuk berlibur. Akan tetapi ternyata si anak tidak 

dikembalikan oleh si ayah ke Indonesia melainkan  

ditinggal di Perancis di rumah orang tua si ayah. 

Berbagai usaha dilakukan oleh si ibu untuk 

mendapatkan kembali si anak, antara lain datang sendiri 

ke Perancis dan meminta agar anak diserahkan secara 

baik-baik kepada si ibu, tetapi usaha itu dihalang-

halangi oleh orang tua si ayah. Akhirnya melalui jalur 

hukum di Perancis, yaitu dari Pengadilan Tinggi Roen, si 

ibu diizinkan tinggal terpisah dari si ayah dan anak wajib 

diserahkan kepada si ibu dengan sanksi, jika si ayah 

tidak bersedia menyerahkan dapat meminta bantuan 

penertiban umum. Akan tetapi usaha si ibu tersebut 

sampai diajukannya gugatan perceraian dan 

pemeliharaan (perwalian) anak di Pengadilan Negeri 

Tangerang oleh si ayah, tidak berhasil. Si anak tetap 

berada di Perancis bersama orang tua si ayah. Si ayah 

dalam petitum gugatannya mengajukan permohonan 

agar perkawinan diputus karena perceraian dan mohon 

pula agar pemeliharaan  anak  diserahkan kepadanya. Si 

ibu juga mohon perceraian, karena memang antara 

keduanya telah terjadi percekcokan terus-menerus yang 

tidak bisa didamaikan lagi. Mengenai masalah anak, 

mendalilkan bahwa dengan diserahkannya si anak oleh 

si ayah kepada si nenek (ibu dari si ayah) di Perancis 
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menunjukkan ketidakmampuan si ayah untuk mengurus 

dan mendidik si anak. Oleh karena itu, pemeliharaan 

anak seharusnya diserahkan kepada si ibu bukan 

kepada si ayah apalagi anak tersebut masih sangat kecil, 

baru berumur 4 tahun, masih membutuhkan kasih 

sayang si ibu. Penggugat mendalilkan bahwa menurut 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 392.K/Sip/1969 

tanggal 30 Agustus 1969, pemeliharaan anak-anak yang 

belum dewasa diserahkan kepada si ibu. Karena itu si 

ibu pertama-tama mohon kepada Hakim untuk 

dijatuhkan putusan Provisi yang menetapkan anak yang 

bernama Mathieu Jean Arneld Castelo selama dalam 

proses pemeriksaan di pengadilan berada di bawah 

pengasuhan dan pemeliharaan ibunya. Dalam pokok 

perkara (konpensi dan rekonpensi), si ibu dalam dictum 

jawabannya selain mohon agar perkawinan keduanya 

diputus dengan perceraian, mohon pula agar si anak 

diserahkan asuhan dan pemeliharaannya kepadanya dan 

karena anak ada di Perancis segera diserahkan 

kepadanya. 

Pertama-tama hakim mempertimbangkan hukum mana 

yang akan berlaku dalam mengadili masalah perceraian 

dan pemeliharaan anak ini. Menurut hakim akan dipakai 

hukum Indonesia karena perkawinan dilangsungkan di 

Indonesia dan termasuk ke dalam pengertian 

perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974.  

Mengenai masalah perceraian kedua orang tua, menurut 

pertimbangan hakim bukti-bukti sudah cukup dan 

karenanya perlu dikabulkan. Yang menjadi masalah 
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adalah kepada siapa pemeliharaan anak (dalam hal ini 

hakim memakai istilah penguasaan anak) harus 

diberikan, karena keduanya sama-sama menuntut hak 

pemeliharaan anak. Dalam pertimbangan hukumnya, 

hakim memakai bukti-bukti yang diajukan oleh si ayah 

berupa Surat Keterangan dari seorang psikiater dan 

seorang dokter di Perancis, di mana anak berada. Surat 

keterangan tersebut menyatakan bahwa si anak 

memerlukan perawatan dengan konsultasi (sekali dalam 

seminggu) dan si anak berada dalam keadaan mustimus 

atau tidak mau berbicara dan terlihat bingung. Hakim 

mengesampingkan  bukti-bukti yang diajukan oleh si ibu 

sebelum si anak dibawa ke Perancis, yang membuktikan 

selama di Indonesia si anak sehat-sehat saja. 

Berdasarkan hal tersebut, hakim mempertimbangkan 

agar penguasaan anak diberikan kepada si ayah 

berdasarkan status personal si anak.  Demi kepentingan 

dan perawatannya adalah lebih baik si anak berada di 

Perancis (bersama si nenek) dan biaya ditanggung si 

ayah. Tidak ada pertimbangan hukum dari hakim yang 

memberikan  hak kunjung kepada si ibu. 

Terkait dengan Provisi, hakim menolak permohonan 

Tergugat. Dalam hal Konpensi, hakim mengabulkan 

gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan 

perkawinan antara tergugat dan tergugat  putus karena  

perceraian. Seorang anak laki-laki dari perkawinan 

penggugat dan tergugat bernama Mathieu Jean Arneld 

Castello, diputuskan berada di bawah penguasaan 

penggugat. 
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Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung, 

putusan Pengadilan Negeri Tangerang dikuatkan dan si 

anak tetap berada dalam penguasaan si ayah.  Dengan 

demikian si anak tetap tinggal dengan neneknya di 

Perancis. 

 Analisis Kasus 

Analisis kasus di atas difokuskan pada masalah child 

abduction berdasarkan Konvensi 1980. Kasus ini 

termasuk dalam pengertian child abduction berdasarkan 

Konvensi 1980. Anak telah dipindahkan secara melawan 

hukum oleh si ayah ke tempat lain dari habitual 

residence-nya tanpa izin si ibu (izin hanya untuk 

berlibur)106 dan tidak dikembalikan. Tidak dapat 

disangkal, habitual residence si anak sebelum dan 

sesudah dipindahkan adalah Indonesia sama dengan 

orang tuanya, karena kedua orang tuanya, tinggal di 

Indonesia dan si anak masih di bawah umur. Pada saat 

anak dipindahkan karena kedua orang tua masih terikat 

dalam perkawinan, maka kedua orang tua sama-sama 

mempunyai kekuasaan orang tua terhadap si anak dan 

keduanya melaksanakan pemeliharaan serta penguasaan 

atas si anak secara bersama. Dengan demikian 

pemindahan si anak ke Perancis oleh si ayah tanpa 

persetujuan si ibu telah melanggar hak pemeliharaan 

(rights of custody) si ibu berdasarkan pasal 3 huruf a dan 

penguasaan si anak oleh si nenek di Perancis telah 

                                       
106Dalam kasus-kasus child abduction alasan-alasan seperti “mengajak 

anak berenang”, “berlibur” adalah merupakan alasan klasik yang sering 
digunakan oleh orang tua, bukan pemegang “custody” misalnya yang hanya 
punya hak akses untuk “melarikan“ si anak ke tempat lain selain “habitual 
residence” nya dan menolak pengembaliannya dengan berbagai alasan, seperti 

dapat dibaca pada kasus-kasus yang sudah dibahas.  
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melanggar hak pemeliharaan (rights of custody) si ibu 

berdasarkan pasal 3 huruf b Konvensi 1980. Bahwa 

pengajuan permohonan perceraian serta pemeliharaan 

anak ke Pengadilan Negeri Tangerang (Indonesia) sebagai 

habitual residence si anak dinilai sudah tepat. Dalam 

putusannya, Hakim memberikan penguasaan anak 

(physical custody) kepada si ayah dengan alasan demi 

kepentingan si anak karena anak memerlukan 

perawatan dari dokter antara lain harus berkonsultasi 

pada dokter satu kali dalam seminggu, dan anak tetap 

tinggal di Perancis dengan biaya ditanggung oleh si ayah. 

Tidak ada ketentuan kepada siapa “pemeliharaan si 

anak“ diberikan pada hal dalam petitum gugatannya 

yang dituntut si ayah adalah perwalian (pemeliharaan) si 

anak. Kelihatannya Hakim menyamakan pengertian 

penguasaan anak dengan pemeliharaan (perwalian) 

anak.  

Bila kita membaca Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974  bahwa baik ibu dan bapak tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak  . . . , bila 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan 

memberi keputusan. Ketentuan dalam pasal ini dinilai 

sebagai akibat berlanjutnya kekuasaan orang tua setelah 

terjadinya perceraian antara kedua orang tua. Tidak 

jelas, mengapa setelah diputus anak berada di bawah 

penguasaan si ayah,  oleh hakim ditetapkan pula agar si 

anak tetap berada di Perancis (dalam penguasaan  

neneknya), suatu hal yang tidak diminta di dalam 

petitum gugatan, karena di dalam petitum gugatan yang 

diminta ialah agar pemeliharaan anak (perwalian) 
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diserahkan kepada penggugat (si ayah). Dengan 

demikian Hakim telah memutus lebih dari pada yang 

diminta suatu hal yang bertentangan dengan hukum 

yang berlaku.  

Menurut fakta di persidangan si anak selama di Perancis 

bersama neneknya berada dalam keadaan ”mustimus”, 

tidak mau berbicara dan terlihat bingung, padahal 

sebelumnya, si ibu dapat membuktikan anak tersebut 

selama berada di Indonesia sehat-sehat saja. Untuk 

menetapkan agar si anak tetap di Perancis Hakim 

memakai bukti-bukti berupa surat keterangan dari dua 

dokter di Perancis tentang keadaan si anak terakhir dan 

mengesampingkan bukti tentang keadaan si anak 

sebelum dipindahkan yang ternyata sehat-sehat saja. 

Seharusnya hakim mempertimbangkan pula mungkin 

keadaan yang diderita oleh si anak sekarang ini adalah 

sebagai akibat pemindahan dan perpisahan dengan si 

ibu dan juga dengan si ayah yang tetap berada di 

Indonesia, yang  tidak mendampinginya sehari-hari. Si 

anak hanya didampingi oleh si nenek di tempat yang 

asing baginya jauh dari orang-orang yang dicintainya, 

sehingga menempatkan si anak pada situasi yang 

membahayakannya baik secara fisik maupun psikologis 

dan berada pada tempat yang tidak toleran. Melihat 

keadaan si anak, seperti dicantumkan dalam surat 

keterangan dari kedua dokter di Perancis tersebut, 

mungkin si anak menderita apa yang dinamakan 

Parental Alienation Syndrome. Dengan demikian alasan 

demi kepentingan si anak, menjadi tidak relevan. Selain 

itu si anak di Perancis tinggal dengan neneknya yang 
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tidak mempunyai kekuasaan orang tua karena kedua 

orang tua masih hidup dan tidak pula ada keputusan 

hakim yang menunjuk si nenek sebagai “wali”. Hak si 

nenek sebagai wali, baru timbul bila kedua orang tua 

tidak mampu menjalankan kekuasaan orang tua. 

Penguasaan terhadap si anak oleh hakim diberikan 

kepada si ayah, bukan kepada si nenek, karena itu 

penguasaan yang dilakukan oleh si nenek adalah tidak 

sah. Pengembalian si anak kepada si ibu, seharusnya 

yang diperintahkan oleh hakim, bukan membiarkan si 

anak berada di bawah penguasaan orang  yang tidak 

mempunyai kekuasaan orang tua. 

Selanjutnya, bila melihat putusan hakim, para pihak 

memohonkan pemeliharaan anak (perwalian, menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), tetapi yang 

diberikan oleh pengadilan hanya penguasaan anak 

kepada si ayah yang dalam kenyatan dilakukan oleh si 

nenek. Sedangkan  pemeliharaan anak  menurut hukum 

tetap dipegang kedua orang tua sesuai dengan ketentuan 

yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974.107 Dengan demikian putusan hakim dalam 

perkara tersebut tidak tepat. 

Dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut, yang menjadi 

pertanyaan, apakah sudah waktunya Indonesia turut 

serta dalam Konvensi 1980 ini, mengingat kemungkinan 

besar kasus-kasus child abduction ini akan semakin 

                                       
107 Pasal 41 huruf a Undang No.1/1974 menyatakan bahwa sebagai 

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata 
berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai 

penguasaan anak-anak,pengadilan memberikan keputusannya.  
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banyak dijumpai baik yang dilakukan ke Indonesia atau 

dari Indonesia ke negara lain. 

Berpedoman kepada pengalaman Finlandia bahwa 

walaupun negara tersebut turut aktif dalam preparatory 

work Konvensi 1980, dibutuhkan waktu 14 tahun bagi 

negara tersebut untuk akhirnya menjadi negara peserta 

dengan meratifikasinya pada tahun 1994. Finlandia, 

baru menjadi negara peserta setelah merevisi ketentuan 

perundang-undangannya yang berkaitan dengan anak 

seperti Child Custody Act (1983) dengan Child Custody 

Act (1993) tanggal 4 Maret 1994, yang mulai berlaku 

pada tanggal 1 Agustus 1994. Hal lain yang 

menyebabkan keterlambatan Finlandia dalam Konvensi 

ini adalah karena dalam kasus-kasus yang menyangkut 

mixed marriage perasaan nasionalitas dari warga 

negaranya sangat kuat. Dalam hampir semua kasus 

seperti telah diuraikan bahwa bila si ibu yang adalah 

warga negara Finlandia memindahkan (abducted) 

anaknya ke Finlandia, pengadilan akan memberikan sole 

custody kepada si ibu. Dalam kasus di mana si anak 

adalah warga negara Finlandia, pemulangan si anak 

tidak diizinkan karena dianggap bertentangan dengan 

prinsip-prinsip dasar dari Konstitusi Finlandia 

berkenaan dengan asas-asas dasar kebebasan dari 

negara Finlandia. 

Di Indonesia, keadaannya malah lebih parah lagi.  

Jangankan dalam masalah child abduction (yang  masih 

jarang dijumpai yang diputus oleh Hakim), dalam  

masalah penentuan pemeliharaan anak saja (child 

custody disputes) bila hal itu menyangkut perkawinan 
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dari dua orang yang berbeda kewarganegaraan, baru 

sebagian kecil yang mempertimbangkan keberadaan 

hukum asing yang perlu diperhitungkan dalam membuat 

putusan.108 Pada umumnya dipakai hukum intern 

Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bagi 

Peradilan Umum dan untuk Pengadilan Agama ditambah 

dengan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Hal ini 

bukan semata-mata karena perasaan nasionalitas dari 

para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 

tersebut melainkan karena minimnya pengetahuan dari 

sebagian besar hakim Indonesia di bidang HPI. 

b. Kondisi yang diharapkan  

Dalam Mukadimah Konvensi 1980 dengan tegas 

dinyatakan bahwa Konvensi ini untuk melindungi anak-

anak secara internasional dari pengaruh yang 

membahayakan karena pemindahan dan penguasaan 

mereka secara melawan hukum dan menciptakan tata 

cara yang menjamin pengembalian mereka ke negara 

dimana mereka mempunyai kediaman sehari-hari dan 

menjamin dilndunginya hak kunjung. Dalam kasus child 

abduction, yang harus diingat adalah kebijakan (policy) 

dan pengertian umum dari Konvensi yang  didasarkan 

pada asumsi bahwa system hukum dan putusan 

pengadilan mempunyai nilai yang sama di semua negara 

peserta. Demikian pula dengan putusan pemeliharaan 

                                       
108 Penelitian dilakukan terhadap 32 perkara perceraian internasional, 

dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2001, yang diputus oleh Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Agama di Jakarta dan beberapa kota tertentu di 

Indonesia.  
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anak (custody decision). Apabila suatu putusan tentang 

pemeliharaan anak (custody) ini telah diputus di negara  

habitual residence si anak (yang juga merupakan negera 

peserta), maka pengadilan negara peserta di mana si 

anak  dimohonkan pengembalian si anak, tidak perlu 

lagi meninjau apa yang telah diputus oleh negara peserta 

lainnya itu. Di beberapa negara peserta tertentu seperti 

Jerman, masih memperlakukan kasus-kasus child 

abduction ini seperti kasus-kasus pemeliharaan anak  

biasa, seperti halnya di Indonesia seperti disaksikan 

dalam kedua kasus di atas.  

Diharapkan, dengan adanya norma child abduction 

dalam peraturan perundang-undagan kita, Indonesia 

tidak perlu lagi menggunakan kasus pemeliharaan anak 

biasa untuk menggantikan kasus child abduction. Hal ini 

tentunya menuntut profesionalitas dan integritas para 

hakim. 

c. Masalah yang dihadapi untuk mencapai kondisi yang 

diharapkan 

Seperti diuraikan sebelumnya, tidak ada ketentuan 

tentang hak kunjung di dalam perundang-undangan 

Indonesia sebagai akibat putusnya perceraian kedua 

orang tua baik dalm Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata maupun dalam UU No. 1 Tahun 1974. 

Apabila kita berniat untuk mengaksesi Konvensi 1980 

ini, terlebih dahulu harus dibentuk Central Authority 

yang akan melaksanakan ketentuan tersebut. Hal ini 

tentunya dinilai sangat sulit sekali untuk dilaksanakan 

karena sulit didapat kesepakatan instansi mana yang 

berwenang untuk memikul tugas tersebut seperti 
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pengalaman dalam pembahasan mengenai beberapa 

Konvensi Den Haag lainnya, yaitu tentang Apostile, 

Serviced Abroad dan Taking Evidence, yang selalu kandas 

bila telah menyangkut hal tersebut. Padahal 

pembentukan Central Authority tersebut merupakan 

suatu syarat mutlak karena dicantumkan dalam 

Konvensi.  

Selain itu diperlukan hakim yang benar-benar ahli di 

bidang child abduction sebelum Indonesia ikut serta 

dalam Konvensi 1980 itu. Di Inggris misalnya, perkara-

perkara yang berkaitan dengan Konvensi diperiksa oleh   

hakim-hakim khusus di High Court yang merupakan 

hakim-hakim yang berpengalaman mengenai Konvensi 

1980 ini. Berdasarkan pengalaman di berbagai negara 

peserta tersebut dan dengan telah ditemuinya pula 

kasus-kasus child abduction di Indonesia, maka 

keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi 1980 ini dapat 

dipertimbangkan. Akan tetapi dengan keadaan 

perundang-undangan menyangkut anak dan hukum 

perkawinan di Indonesia yang masih jauh dari sempurna 

dan masih sangat kurangnya hakim-hakim yang ahli 

baik dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan HPI 

pada umumnya dan Konvensi 1980 khususnya, maka 

keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi ini sebaiknya 

ditunda dulu. Sosialisasi dari HPI serta Konvensi 1980 

(khususnya) perlu dilakukan terlebih dahulu terutama 

ditujukan kepada pihak-pihak penegak hukum seperti 

para hakim, para pengacara dan sebagainya. 
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10. Legalisasi Dokumen Publik (Apostille)  

a. Kondisi yang ada 

Indonesia seperti diketahui bukan merupakan peserta 

asli dari Konvensi Apostille. Namun Indonesia bisa ikut 

serta dengan melakukan aksesi. Hal itu dapat dibaca 

dalam pasal 12 Konvensi, yang menyatakan bahwa 

setiap negara yang tidak termasuk dalam pasal 10 dapat 

melakukan aksesi setelah konvensi ini berlaku. 

Indonesia sudah pasti tidak termasuk ke dalam negara 

yang disebut dalam pasal 10, sementara itu pada saat ini 

Konvensi ini sudah berlaku. Dengan demikian, tidak ada 

halangan bagi Indonesia untuk melakukan Aksesi 

terhadap konvensi  ini bilamana dikehendaki. 

Sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan 

ekonomi yang pesat dewasa ini, dan dengan  

keikutsertaan  negara kita dalam WTO, TRIPS dan pasar 

bebas yang sebentar lagi akan diberlakukan pula di 

Indonesia, lalu-lintas internasional akan semakin 

berkembang termasuk dalam perdagangan internasional. 

Tidak dapat dipungkiri, hal itu akan berakibat di bidang 

hukum misalnya akan timbul sengketa-sengketa hukum 

yang mungkin akan diadili di pengadilan-pengadilan 

Indonesia atau asing yang melibatkan baik warga negara 

asing maupun warga negara Indonesia. Bila menyangkut 

perkara-perkara perdata untuk berperkara di muka 

pengadilan Indonesia bagi klien asing yang tinggal di 

negaranya dibutuhkan surat kuasa atau dokumen-

dokumen lain yang harus dibuat di luar negeri. Begitu 

pula panggilan-panggilan dari pengadilan baik melalui 

panitera-panitera atau dari jaksa-jaksa penuntut umum, 
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untuk dipakai di pengadilan Indonesia, yang pada saat 

ini memerlukan prosedur yang berbelit-belit seperti 

diuraikan di atas. 

Beberapa negara tetangga seperti Australia, Brunei 

Darussalam, Hongkong, India, Jepang, Makau telah 

menjadi peserta konvensi. Konvensi ini seperti diuraikan 

di atas telah diratifikasi atau diaksesi oleh lebih dari 100 

(seratus) negara di dunia. ICC  (International Chamber of 

Commerce), ikut pula mendesak pemerintah negara-

negara di dunia untuk ikut serta dalam Konvensi ini 

dengan antara lain menyatakan: 

”Cross border trade of goods can require a 
considerable of paperwork whose origin often need 
authenticating by foreign officials and other third 
parties. Known also as the Apostille Convention the 
treaty replaces the costly and burdensome process of 
legalization that typically involves a chain of 
certificates. With a single formality an “Apostille”, 
cuts red tape in a document’s country of origin by 
certifying its authenticity vis-à-vis foreign 
administrations”. 

   
Selanjutnya dikatakan, dengan telah diterimanya 

Konvensi ini oleh lebih dari 100 (seratus) negara di 

dunia, termasuk Australia, sejak ditandatanganinya 

pada tahun 1961, dengan demikian telah menjadikan 

sistem apostille sebagai standar global, diakui dan 

diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam 

transaksi  lintas batas. 

b. Kondisi yang diharapkan 

Sesuai dengan aslinya (bersifat otentik) sebagai dokumen 

publik, sertifikat-sertifikat apostille diterbitkan oleh 

pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh negara di 

mana dokumen itu berasal dan memfasilitasi 
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perdagangan lintas batas dan penanaman modal asing 

sebagaimana ditekankan oleh Bank Dunia dalam 

laporannya pada tahun 2010 berkenaan dengan 

penanaman modal lintas batas. Sesuai dengan 

rekomendasi-rekomendasi  dari  Konferensi Den Haag, 

tentang Hukum Perdata Internasional, ICC melalui 

Commission on  Commercial Law & Practice-nya, 

mendorong negara-negara untuk menjadi peserta 

Konvensi di dalam segala situasi apabila legalisasi  masih 

disyaratkan, dan mendesak negara-negara yang belum 

menjadi peserta Konvensi utuk segera bergabung. 

Walaupun  dokumen-dokumen administratif berkenaan 

dengan perdagangan atau bea cukai, tidak termasuk 

dalam lingkup dokumen publik berdasarkan Konvensi, 

ICC mendukung praktek yang berlaku dewasa ini di 

beberapa negara yang menerbitkan sertifikat–sertifikat 

apostille untuk dokumen-dokumen impor ekspor, 

sertifikat kesehatan. ICC juga tidak keberatan atas 

usaha negara-negara tertentu untuk menerbitkan dan 

menerima apostille elektronik, secara online sebagai 

bagian dari Electronic Apostilles Programme.  

Dari pemaparan tersebut di atas terlihat pemakaian 

apostile di dunia internasional  sudah bukan merupakan 

barang baru lagi terutama dalam meningkatkan lalu 

lintas internasional di bidang hukum. Bahkan sebagai 

dinyatakan di atas pemakaian electronic apostille pun 

sudah dimulai dan didukung oleh ICC. Dengan demikian 

kemungkinan  Indonesia turut serta dalam Konvensi ini 

sudah saatnya untuk direalisasikan. 
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Dengan mengadopsi Konvensi dalam hukum nasional, 

diharapkan semua prosedur berantai yang berbelit-belit  

yang mengakibatkan biaya yang mahal dan waktu yang 

terbuang menjadi terpangkas karena sekarang hanya 

diperlukan satu formalitas saja yaitu dokumen 

”apostille”. 

c. Hambatan yang dihadapi untuk mencapai keinginan 

yang diharapkan 

Berkaitan dengan legalisasi dokumen publik asing, perlu 

dilakukan penyederhaan prosedur legalisasi karena 

berdasarkan Apostille Convention hanya akan diperlukan 

satu tahap saja untuk melegalisasi dokumen publik yang 

berasal dari luar negeri yang akan dilakukan oleh 

pejabat berewenang. Tentunya ini akan mengurangi  

penerimaan negara bukan pajak terkait dengan biaya 

dari pengesahan dokumen publik asing selama ini. Akan 

tetapi manfaat yang dapat diperoleh dengan 

penyederhaan ini antara lain adalah:  

1. Terciptanya pemerintahan yang terbuka dan 

transparan; 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan 

menghilangkan prosedur birokrasi yang kurang 

efisien; dan 

3. Dapat meningkatkan investasi asing karena 

kemudahan yang didapat dalam prosedur legalisasi 

berbagai dokumen publik yang diperlukan dalam 

ranah investasi. 
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11. Perbuatan Melawan Hukum 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PMH 

diatur di dalam Pasal 1365. Perbuatan Melawan Hukum 

dalam bidang HPI, berlaku teori klasik lex loci delicti 

commissie. Artinya hukum yang berlaku untuk suatu 

PMH adalah hukum di mana tempat terjadinya PMH. 

Kaidah-kaidah HPI yang mengatur materi PMH tidak 

semata-mata dibataskan pada perbuatan-perbuatan PMH 

yang telah dilakukan secara sengaja, karena kesalahan 

pihak yang melakukan, baik secara sengaja atau hanya 

karena kelalaian.  

Teori klasik dalam menentukan hukum yang berlaku 

dalam suatu PMH, masih dianut oleh pengadilan Belanda 

dan Indonesia. Namun ada beberapa negara yang tidak 

menganut pada teori klasik dalam menangani perkara 

PMH, mereka mempraktekkan teori lex fori dengan  

pertimbangan untuk alasan praktis dan untuk 

memberikan perlindungan kepada warga negara sendiri. 

Teori lex fori dianut di negara Perancis dan Jerman. 

Praktek pengadilan di Inggris, mengkombinasikan antara 

Teori klasik dan lex fori. Untuk itu, dalam mengajukan 

gugatan PMH di hadapan pengadilan Inggris, harus 

memenuhi dua syarat yaitu actionable dan justifiable.109 

Dalam praktek pengadilan di Amerika,  the proper law of 

the tort sebagaimana terlihat dalam Babcock v. Jackson. 

                                       
109 Actionable artinya PMH itu juga dikategorikan sebagai PMH di hadapan 

Pengadilan Inggris. Sedangkan Justifiable artinya PMH itu juga dikategorikan 
sebagai PMH di tempat dimana PMH itu terjadi. Lihat Sudargo Gautama (h), ibid 

buku kedelapan, hal.  
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12. Service Abroad 

 Setiap negara di dunia memiliki sistem hukumnya 

sendiri yang berbeda dengan sistem hukum negara 

lainnya. Perbedaan sistem hukum di antara negara-

negara di dunia ini tidak jarang menimbulkan kesulitan-

kesulitan dalam proses penyerahan dokumen hukum 

atau dokumen administratif berkenaan dengan panggilan 

untuk hadir dalam suatu persidangan di negara lain. 

Convention on the Service Abroad of Judicial and 

Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters 

(Service Abroad Convention), tanggal 15 November 1965, 

mencoba mengatasi kesulitan ini. Konvensi ini mulai 

berlaku pada tanggal 10 Februari 1969. 

Terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh konvensi 

ini. Pertama, menjamin dokumen yudisial (terkait proses 

beracara) maupun ekstra-yudisial sehubungan dengan 

pemanggilan pihak yang berada di luar negeri untuk 

hadir dalam proses suatu perkara, diberitahukan kepada 

pihak penerima dalam waktu yang layak. Kedua, 

meningkatkan bantuan kerja sama antarpengadilan 

melalui penyederhanaan dan percepatan proses yang 

bersifat prosedural. 

Lebih lanjut, Service Abroad Convention berlaku untuk 

dokumen-dokumen yang: 

1.  dikirimkan dari satu negara anggota ke negara 

anggota Konvensi lainnya; 

2.   alamat dari pihak yang dituju untuk pengiriman 

dokumen diketahui; 
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3.   berupa dokumen yudisial ataupun dokumen ekstra-

yudisial; dan 

4.   berkenaan dengan ranah perdata atau dagang.  

 Terkait proses penyampaian dokumen, Service Abroad 

Convention mengatur negara-negara anggotanya untuk 

membentuk suatu Otoritas Pusat (Central Authority). 

Antar-Otoritas Pusat akan bekerja sama untuk 

kelancaran penyampaian dokumen, sehingga proses 

beracara menjadi lebih efektif. Sampai saat ini, Indonesia 

belum mengaksesi Service Abroad Convention. 

Terkait dengan penyampaian dokumen yudisial dalam 

hal perkara hukum perdata dan hukum dagang, sejak 

tahun 1978 Indonesia telah menandatangani 

Persetujuan Kerjasama di Bidang Peradilan dengan 

Thailand. Persetujuan tersebut menunjuk Direktorat 

Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, yang 

dahulu berada di lingkungan Departemen Kehakiman, 

dari Indonesia dan Office of Judicial Affairs of the Ministry 

of Justice dari Thailand sebagai instansi yang 

berkewajiban untuk mengirimkan dan menerima 

permohonan penyampaina dokumen pengadilan dan 

panggilan (pasal 3). 

 

13. Taking Evidence Abroad In Civil or Commercial Matters 

a. Kondisi yang ada  

Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters 

bertujuan untuk membantu dalam menemukan dan 

pengambilan bukti terkait dengan kasus perdata atau 

komersial.  
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Selama ini, pengambilan alat bukti ini hanya didasarkan 

pada surat permintaan resmi dari pengadilan ke 

pengadilan asing atau sebaliknya untuk mendapatkan 

bantuan teknis hukum di bidang keperdataan mengenai 

namun tidak terbatas pada bantuan: mencari atau 

mengidentifikasi orang, mencari atau mengidentifikasi 

aset-aset atau properti, memperoleh keterangan saksi, 

memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan 

pelaksanaan proses keperdataan (surat rogatori). 

Pengajuan surat permohonan ini difasilitasi oleh 

Kementerian Luar Negeri RI. Fasilitasi ini dibentuk 

dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian 

Luar Negeri RI dan Mahkamah Agung RI. 

Berikut adalah contoh Nota Kesepahaman antara 

Kementerian Luar Negeri RI dan Mahkamah Agung RI: 
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